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KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Teori Negara Kesejahteraan (Welfare state).

Teori negara kesejahteraan (welfare state) berkembang sebagai

reaksi dari sist 70T |iBeralis=kapitalis yang hanya mengejar

perkembafigan _peffikira i “Helaa hukum, dikenal 2 dua

hukum material ini#e L dengan i8tilah welfare state atau negara
kesejahteraan. Munculna ie negara kesejahteraan ini merupakan
pengaruh dari paham sosialisme yang berkembang pada abad ke 19, yang
popular pada saat itu sebagai simbol perlawanan terhadap kaum penjajah
yang kapitalis dan liberalis. ¥

Welfare state atau negara kesejahteraan adalah negara yang
pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam
mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar
kenegaraan, yaitu: Demokrasi (Democracy), penegakan Hukum (Rule of

law), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan sosial (Social justice)

% Hans Kelsen, 2010,Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Alih bahasa oleh Soemardi,
Cetakan ketiga, Nusa Media, Bandung.
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dan anti diskriminasi. Kranenburg, menyatakan bahwa negara harus secara
aktif mengupayakan kesejateraan, bertindak adil yang dapat dirasakan
seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan
golongan tertentu tapi seluruh rakyat.**

Husodo menyatakan bahwa negara kesejateraan sebagai suatu
negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam
menjamin standagekesejahteraan hidupsminimum bagi setiap warga
negaranya.*

Negara yang,4nenganut_teorl kesejafiteraan ‘berusaha agar seluruh
warga negara. @apat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan
kesejaliteraan fealam Kehidupannya. TeoFis kesejahteraan seringkali
dipersepsikan secara berbeda, tergamtung dapi-sudut pandang orang yang
tengah membicarakannya. Ada yang mempersepsikan dari  berbagai
spectrum, Wmisalnyd ekonomi (Nicholas Bag),** golitik (Asa Briggs)®,
ideology (Richatd Tifmuss)™.

Dalam berbagai pandanganyangerbeda itu, terdapat unsur — unsur
dasar yang dapat mempersatukan gagasan yang multipersepsi tersebut,
hingga membentuk pemahaman yang sama atas pengenalan tentang aliran
atau teori kesejahteraan. Unsur—unsur tersebut adalah peran negara
(pemerintah), mekanisme pasar dan respon masyarakat. Jika ketiga unsur
dasar itu dielaborasi dan dikonstruksikan, maka membentuk wujud dasar
untuk mengenal teori atau prinsip—prinsip kesejahteraan yaitu : suatu teori

yang menempatkan peran pemerintah dan rakyat secara terukur dan

*!Insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html. diakses
tanggal, 18 Mei 2015 jam 14.30 Wib.

32 Triwibowo D. dan Bahagijo S., 2006, Mimpi Negara Kesejahteraan, pustaka LP3ES, Jakarta, ,
him.xv.

%% Nicholas Barr, 1998, The Economics of The Welfare State, Okford University

%Asa Briggs, 1961, The Welfare State in HistoricalPerspective, European Journal of Sociology,
Cambrigde University, Volume 2 Essue 2 Desember, page 221-258

% Richard Titmuss,1958, Essays on the Welfare State, Allen & Unwin Ltd, London.
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berkomitmen terhadap persamaan kedudukan, keadilan dan kesejahteraan
sosial. Menurut Dinna Wisnu, bagi rakyatnya maka negara perlu
menjalankan peran yang signifikan dengan mengacu pada prinsip—prinsip
berikut ini :

1) Perbaikan dan pencegahan terhadap efek—efek yang merugikan fungsi

ekonomi pasar, khususnya yang merugikan kesejahteraan bagi pihak

(2) lapangan kerja yang cukup,
(3) peningkatan kondisi kerja yang baik,

(4) mengatur stabilitas harga,

(5) pembangunan dan ekspensi sistem jaminan sosial,

(6) distribusi modal dan kesejahteraan yang seluas mungkin, dan

(7) Promosi terhadap kepentingan kelompok sosial dan ekonomi yang

berbeda — beda.*’

*® Dinna Wisnu, 2012, Politik Sistim Jaminan Sosial, Menciptakan Rasa Aman dalam ekonomi
Pasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta him 29

%" Dinna Wisnu, 2012, Politik Sistim Jaminan Sosial, Menciptakan Rasa Aman dalam ekonomi
Pasar, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm 31
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Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial
(social policy) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya
pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama
melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan
sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring
pengaman sosial (social safety nets).*®

Berdasarkamsspengertian kesejahtesaan sosial seperti diuraikan
diatas, maka negara Indonesiazmgnganut teorl negara kesejahteraan, yang
terdapat @alam «UOD " 1945, Dengan sdemikian, negara Indonesia
menetapkan Kkeadilan sosial bagi setturth#rakyat Indonesia sebagai
kewajiban sekahgus tujdan yang hendak di€apai, Maka relevan untuk
menyimak adagitim thereds no soeiel justicewithout social welfare, and
there is'no sotiak security™Without soeiab solidarity. Edy Suharto®
menambahkan, bahwathere is no social secukity without social solidarity.

Menurutid. MMKeyness dan Smigf} idg” dasar negara kesejahteraan
beranjak dari abad “Wke-18 ketika® Jeremy Bentham (1748-1832)
mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab
untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest
number of their citizens. Bentham menggunakan istilah ‘utility’
(kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan.
Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham
berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan sesuatu
yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.
Menurutnya, aksi-aksi pemerintahan harus selalu diarahkan untuk

meningkatkan kebahagian banyak mungkin orang. Gagasan Bentham

6 Triwibowo D. dan Bahagijo S, OpCit.

®Edy Suharto, 2007, Kebijakan Sosial sebagai kebijakan Publik: Peran Pembangunan
Kesejahteraan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia, Alfabeta, Bandung
him 67
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mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi
pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai ‘“bapak
kesejahteraan negara” (father of welfare states).*’

Ajaran Jeremy Bentham disebut utilitarianisme. Utility menurut
Bentham adalah prinsip-prinsip yang menyetujui atau menolak setiap
tindakan apapun juga yang tampak memperbesar atau mengurangi
kebahagiaan pihaksyang” keb';egti‘h‘gan'nya-v-e{erpengaruh oleh tindakan itu.
Apabila plhak yang berkepentlngan adalah, perorangan prinsip utility
harus dlrancang untuk menmgkatkan kebahaglaan apabila pihak yang
berkepentlngan adalah masyarakat prmSIp it lity harus diarahkan untuk
kebahaglaan masyarakat Ut|||ty yang dlmaksud oleh Bentham adalah
ultility yang berSIfat umutigs . = :

Negara hukum kesejahteraan (Welfare state) fadalah negara yang
pemerlntahannya tldak hanya bertanggung jawab terhadap pemeliharaan
ketertiban dan ketentraman masyarakat akaﬁnﬂ ':etapl bertanggung jawab
atas kesejahteraan® masyarakat “danticak satupun aspek kehidupan
masyarakat yang lepas dari campur tangan pemerintahan.** Munculnya
negara kesejahteraan tersebut, merupakan lebih lanjut dari paham negara
yang hanya meletakan fungsinya sebagai penjaga ketertiban semata-
mata.”®

Dalam hubungannya kesejahteraan dengan peran pemerintah dalam
negara, Sondang P. Siagian mengemukakan adanya tiga bentuk negara

yang memberikan peranan dan fungsi yang berbeda bagi pemerintah, yaitu

“Insanakademis.blogspots.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html.

1 peter Mahmud Marzuki, 2015 Pengantar llmu Hukum, ctk. Ketujuh, kencana prenada Media
Group, Jakarta, him.117.

2 R. Ibrahim, 1997, Prospek Badan Usaha Milik Negara Dan Kepentingan Umum, Citra Aditya
Bakti, Bandung, him,10.

3 SF. Marbun, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UUI Press,
Yogyakarta, him.59
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political state dalam konsep ini semua kekuasaan dipegang oleh raja
sebagai pemerintahan, belum mengenal adanya pembagian kekuasaan
seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kekuasaannya absolut cenderung
raja berbuat sewenang wenang tidak mengindahkan hak asasi manusia.
Kemudian bentuk legal state dalam konsep ini tugas negara selain
porsinya masih sempit tugas pemerintahan juga masih pasif artinya negara
hanya menjadi Jwasit™dan hanya melaksanakan berbagai keinginan
masyarakat yang telah disepakati. Da|am Iega]?_istate ini tugas negara lebih
bersifat sebagéi pepj'aggﬁ'rnala'rﬁ. "Bé'htl;’l_k_ yang'“terakhir welfare state
(negara Kesejateraan) dalam kohsép ini tdéaé’ pemerintah harus aktif turut
serta (jalém kegji_é_ltén masyarak@t sehingga kesejahteraén_bagi semua orang
tetap té'rjamin. Pefhérintéh melmber_i perlindunﬁéén kepada warganya bukan
hanya dalam bidaagspolitikitetapt jUga dalam bidang sosial ekonomi.**
Negara R_eph_ubll”_k“ Indonesia mengahUt),fgha_m kesejahteraan, hal ini
ditegaskan olﬁéhﬁpara peri'n‘ti"s'kér'herdekaarraan para pendiri negara
Republik Indonesia Bahwa negaré denfok¥atis yang akan didirikan adalah
negara kesejahteraan (welfare state) bukan negara penjaga malam
(nachwachterstaat). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan
Indonesia ini, Mohammad Hatta menggunakan istilah negara pengurus.*
Prinsip welfare state dalam UUD 1945 dapat disebut sebagai konstitusi
ekonomi (economic constitution) dan bahkan konstitusi sosial (Social
constitusion ) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi negara Rusia,

Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah, dan

Hongaria.*

* Sondang P. Siagian, 1985, Administrasi pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, , him. 101-104.
> Moh Yamin, 1959, Naskah Persiapan UUD 1945 : Risalah Sidang BPUPKI Sekretariat Negara
RI, Jakarta him 299.
“6 Jimly Asshiddigie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar — Pilar Demokrasi, Konstitusi Press,
Jakarta, hal 124
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Dengan melihat subtansi negara kesejahteraan dan fungsi negara
sebagai mana dikemukakan diatas, maka negara Indonesia sebagai negara
kesejateraan modern, sesuai dengan pembukaan dan batang tubuh Undang-
Undang Dasar 1945, Setidaknya memiliki empat fungsi pokok, yakni:*’

a. protectional function, negara wajib melindungi seluruh tumpah darah
dan seluruh tanah air.

b. Welfare fungtiemmwegara wa) 0" ensejaliterakan bangsa.

c. Educaional function, negara,wajib men€iptakan perdamaian dalam
kehidupan beraggara dan bermasyasakat, baik kedalam maupun
kelugr.

Teori negara kesejehteraan (welfare staie) penukis gunakan untuk
menganalisis politik hukum pengendalian®alth fungsi tanah pertanian
dalam meéwujudKagEsketahafampangan .

2. Teori Keadilan

Keadilaniadalgh tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal
ini sesuai dengan™hakekat atau ontologi “hukum. Bahwa hukum dibuat
untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni
pengaturan kepentingan—kepentingan yang saling bertentangan dengan
seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang
menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat
hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagali

suatu tujuan hukum.*®

" Murtir Jeddawi, Implementasi kebijakan otonomi daerah (Analisis kewenangan, kelembagaan,
,Managemen, Kepegawaian, dan peraturan Daerah), Total Media, Yogyakarta, 2008, him.147
“Ahmad  Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Persfektif Filsafat Hukum dan
Islam, http://www.badilag. net/data/artikel/wacana-hukum-islam/teori-keadilan-persfektif-filsafat-

hukum-islam.pdf
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Aristoteles memandang keadilan adalah kebijakan yang utama®
Menurutnya bahwa untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan
yang tidak sama secara proporsional. Aristoteles membagi keadilan menjadi
dua bentuk yaitu pertama keadilan distributive dan keadilan korektif.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah ‘“‘justice” yang berasal
dari bahasa latin “iustitia”. Kata “justice” memiliki tiga macam makna yang
berbeda yaitu; (1) seeara"atributit berartissuaiu kualitas yang adil atau fair
(sinonimnya justness), (2) sebagai, tindakan berarti tindakan menjalankan
hukum atautindakas yang menentukanhak @an ganjaran atau hukuman, dan
(3) orang, vaiiu-pejabat publik Tyang “berhak menentukan persyaratan
sebeluafsuatu perkara difbawatke pengadilag=(sinonimnya judge, jurist,
magistrate).

Kata “adil’Zdalam bahasa Imdonesiawbahasa JArab “al ‘adl” yang
artinya sestatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak
seseorang dan cara yaff§ tepat dalam men@ainbilfkeputusan.

Keadilan adafah™kondisi kebeparan®ideal secara moral mengenai
sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar
teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf
Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-
20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari
institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran™ (1)
Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita
tidak hidup di dunia yang adil" (2) Kebanyakan orang percaya bahwa
ketidak adilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan
politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi,

banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa

*9Agus Yuda Hernoko, 2008, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial,
Laksbang Mediatama, Yogyakarta hal 36
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tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena
definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. keadilan intinya adalah
meletakan segala sesuatunya pada tempatnya >°
a. Teori John Rawls
Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua
institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi; karena susunan institusi
sosial itu  mempunyai® pengaruh Wangw,mendasar terhadap prospek
kehidupan IndIVIdU Memang terdapat berbagal masalah pokok di mana
kategorigadil dan tldak adll dapat dlterapkan Tldak hanya bidang hukum
dan sosm—polmk tetapi juga perllakU- keputusan dan penilaian
|nd|V|duaI Dengan demlklan flerdapat berbagau problem keadilan. Tetapi
Rawls memusatkan diry pada bldang utama keadllan yang menurut dia
adalah Susunarl Hasar masyarakat 3
Ada dua tUJuan dari teori keadllan mmenuglrt John Rawls vyaitu:
Pertama, teorl ini fMeu mengartlkulasnkan s;aeﬁret prinsip- prinsip umum
keadilan yang mendasgrl dang dan 'me‘n'erangkan berbagai keputusan
moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan
khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah
sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan
tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan
menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. Kedua,
Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih
unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya ‘“rata-rata”

(average utilitarianisme). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial

dikatakan adil jika diabdiakan untuk memaksimalisasi keuntungan dan

50 Bahder Johan Nasution, 2014, Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran
Klasik Sampai Pemikiran Modern, Yustisia VVol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014
5! Fattah Damanhuri, Teori Keadilan menurut John Rawls, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-
Desember 2013
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kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa
institusi sosial dikatakan adil jika hanya diandaikan untuk memaksimilasi
keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme
tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan
yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar

kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding

kemukakan Iih unggul njelaskan_keputusan moral etis atas
) i : - i . ‘% ’ .
‘Raw . di t&ini erupakan solusi bagi

Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).

Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

2. Prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip
perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang
adil atas kesempatan (the prinsiple of fair equality of opprtunity).
Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis

harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi

52 Rawls, John, 1973, A. Theory of Justice, London: Oxford University
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mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio

ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan

dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok
kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling
kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada
mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai
prospek kesejah‘teraan,; péhd;épa'tanﬂdan otoritas.

b. Teori Keadilafi,Pangcasila, : ’

Pefnahamaty ,t_e'rfh'éaa{p kdnée[; I%éeidi_lan hartjé, diterjemahkan dalam
hubungannya=.dengan Panbasiia, kem'ud'ijan baru dikaitkan dengan
kepentingan B_é_ngsa Ind'one_s,ia seflagai bam@sa yan‘g'.harus merasakan
keadiian itu.:"_'DﬂaﬂI.am Kaitannyagélengan p‘éﬁgaturan hukum menurut
konsep§ keadilagZPancasila, bengaturan"' tersebut dilakukan melalui
pengaturam hukumyang sifatnya mehgéyo)mi_‘pangsa, yakni melindungi
manusia sec;rlé‘.po'sitif (négéfif) :dengan" mehcegah tindakan sewenang-
wenang, dan secic'irra ‘éktif (-bdsiti’f) 7' 'd;engan menciptakan kondisi
kemasyarakatan yang manusiawi dan  memungkinkan  proses
kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap
manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan
seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh. Pengayoman dalam hal ini
berarti rasa keadilan yang ada pada nurani manusia Indonesia harus
terpenuhi. Dalam pengertian yang demikian ini konsep keadilan menurut
pandangan bangsa Indonesia diartikan sebagai suatu kebajikan atau
kebenaran.>

Pengertian yang demikian ini bertolak pada pandangan tentang

konsep keadilan yang didasarkan pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa

> Bahder Johan Nasution, Opcit.
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dengan sila kemanusiaanya yang adil dan beradab. Sila Ketuhanan Yang
Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita negara, yang
memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar,
adil dan baik, sedangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah
kelanjutan perbuatan dan pratik hidup dari dasar yang memimpin tadi.
Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian
dengan dasar yap@ ~pertama.";I:éték'nya‘ﬁdak.dapat dipisah sebab dia harus
dipandang sebagal kelanjutan ke dalam praktek hldup dari cita-cita dan
amal teghadap Tuhan yang maha esa Konsep keadllan ini tidak saja
menjadl dasar, hukum dasl kehldupan bangsa tetapl sekaligus menjadi
pedoman pelaksanaan gdan tUJuan yang akan dlcapal dengan hukum.
Keadllan sosral adalah Iangkah Yang menentukan untuk mencapai
Indonesia yang il dan niakwar. | 3 :

Hal tersebut sesual dengan PI’InSIp Keadilang berdasarkan Pancasila
yaitu Pancasna tef@iri dar 5 S|Ia yang rr:;rapakan implimentasi dari
cita—cita bangsa Indone‘SIa._Teorl- keAditan pancasila berkaitan dengan
sila kedua dan sila kelima. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan
beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu
memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya
sedikitpun. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial
dengan keadilan dalam hukum. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut
tertuang nilai-nilai tujuan negara untuk menciptakan keadilan dalam
konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan kelima
mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus

diwujudkan dalam kehidupan bersama.
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Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia,
memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa
dan bernegara sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan
arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta
dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna
hukum yang intinya terdiri atas tiga unsur yaitu keadilan, kehasil gunaan
atau manfaat dapskepastian huRi Citasfiukum terbentuk dalam pikiran
dan sanubari tmanusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup,
keyakingh keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan Sejalan dengan itu
maka, #lmu hukum dan, hukum Indorfesia seyogyanya bertumpu dan
mengacu pada C|ta hukul terebu P

Keadllan_PancaSIIa jlka diagelisis dehéan theory of justice John
Rawls memiliki kesamaa™ it keadi-l-én harus dipahami sebagai
kesamaah, I\/Ianu5|a sebagal makhluk 303|al harus memperoleh didalam
hukum dengan ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan.

Nilai-nilai yang dlsepakatl- wifuR¥dianut masyarakat Indonesia
secara bersama, nilai-nilai yang dimaksud terdapat dalam konteks
masyarakat Indonesia ialah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan
UUD 1945, yang menjadi bintang pemandu bagi pengaturan pengelolaan
sumber daya alam®® Pancasila adalah sederet nilai yang berakar dalam
tradisi masyarakat Indonesia. Nilai—nilai itu dimiliki semua komunitas di
wilayah Nusantara. Nilai-nilai itu tidak pernah langsung mengandung
sebuah kebijakan politik tertentu, melainkan sebagai bintang-bintang

bagi yang senantiasa menjadi orientasi dalam mengambil kebijakan °’

**Sidharta Bernard Arief,2010, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung, him 56
%¢0tong Rosadi, Quo Vadis Hukum Ekologi Dan Keadilan Sosial Dalam Perenungan Pemikiran (
Filsafat) Hukum, Penerbit Thafa Media , Yogyakarta
Franz  Magnis Suseno, 2006, Berebut Jiwa Bangsa : Dialog Perdamaian dan
Persaudaraan,Kompas, Jakarta)
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Pancasila adalah grundnorm atau norma dasar, yang merupakan
sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dan yang akan
diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pandangan yang
mengatakan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai landasan unsur
konstitutif dan regulatif, sebagai grundnorm sumbernya dari segala

sumber hukum dan landasan filosofis dari bangunan hukum nasional, dan

baik adialah hiktim yang

Bahwa @m positiflionesia b@mber pada nilai, yaitu nilai-

terkandling dalam pancasilayang,merdpakan asas kerohanian

yang umum universal erupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai
pedoman pelaksanaan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar
negara bersifat umum, kolektif serta aktualisasi Pancasila yang bersifat
khusus dan konkrit dalam berbagai bidang kehidupan. Hakekat sila-sila
Pancasila (substansi Pancasila) adalah nilai-nilai sebagai pedoman
negara merupakan norma, adapun aktualisasinya merupakan realisasi
konkret Pancasila.

Sistem nilai ini secara teoritis dan konsepional disusun sedemikian

%8 padmo Wahyono, 1983, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta,
Him 214
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rupa, sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya
merupakan suatu jalinan pemikiran yang logis. Hal ini berarti bahwa
nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan sosial akan menempati
kedudukan yang penting di dalam hukum. Untuk itu dalam pengaturan
hak dan kebebasan warga negara nilai-nilai keadilan harus mendapat
perhatian. Berdasarkan hal yang demikian ini, terlihat dengan jelas
bahwa Pancasilas mengharuékén"tertib' hukum Indonesia sesuai dengan
norma-normas moral, kesysilaans’ etika idan sebagainya. Hal ini
menunjukkan\bah\‘/__vﬂa;f-'lsééwhcasi_'la: s"éléi:n’.‘-_.mengan'diung nilai moral juga
mengandung nil;qi politik, o y

I\/.Ienuru't'_ -IIVI.oh. Halfa sgliagalinana dikeiip Ruslag Saleh, Pancasila
terdirifatas du:a'_'ﬁ-Jﬂhdarﬁen yéitu fugdamert p_ﬁf‘itik dan fundamen moral®®
Denganit meléfakkan furiddmen morall di fatas, negara dan
pemerinfahannyq mémperoleh dasar yan'gj,kpkqh, yang memerintahkan
berbuat benrér';j:me-laksanakah"kéédilan’,‘ kéﬂt;é‘.ikan dan kejujuran serta
persaudaraan kalar dan ke daléme Dengan fundamen politik
pemerintahan yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan
tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu
pada pemikiran Moh. Hatta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila
bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi
juga merupakan norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma
moral, norma kesusilaan, norma etika dan nilai-nilai, oleh karena itu
Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral,
sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan
pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku.

Frans Magnis Suseno mengemukakan bahwa etika sebagai sarana

> Ruslan Saleh. 1979. Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945, Aksara Baru.hlm 45
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orientasi bagi manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang
fundamental, yakni bagaimana saya harus hidup dan bertindak? disini
Frans Magnis Suseno membedakan etika dengan ajaran moral.
Menurutnya etika merupakan sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran oleh
karena itu menurutnya yang mengatakan bagaimana kita saya harus
hidup bukan etika, melainkan ajaran moral.®® Sementara Solomon dan
Karo—Karo ® mendefinisiitan cfia"sehagai.bagian filsafat yang meliputi
hidup baik, menjadl orang yang balk berbuat balk dan menginginkan
yang baik—baik dalam hldup : :

Haryatmo.kp memberlkan pembedé:én' aias etika dan moral sebagai
berik:__:utf Mofai .merupakan_ wacana norgatif dén_ Imperatif yang
diung"kapkan dalam kefangké yangbaik dan‘ffiang bruk, yang dianggap
sebagaif nilai M@fak atautrameeden, yaka keseluruhan dari kewajiban —
kewajlban Kita, Dengan demikian moralf mengacu baik buruknya manusia
terkait dengan tifflakannya, S|kapnya dan cara mengungkapkannya
moral, dalam kaitah Tni hendak .menjawab apa yang harus saya lakukan,
sedangkan etika lebih merupakan wacana yang normatif, dengan kata ini
etika hendak menjawab pertanyaan bagaimana hidup yang baik.*

Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafati bangsa dan negara
mengandung arti bahwa nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila
merupakan nilai—nilai filsafati bangsa Indonesia, nilai—nilai yang hidup
dan berkembang dikalangan bangsa Indonesia. Nilai—nilai yang tertuang
di dalam Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai—nilai hidup bangsa
Indonesia yang religius, selalu menghargai harkat dan martabat manusia,

komunalistik, kebersamaan musyawarah, mufakat dan berkeadilan.

% Budi Winarno, 2013, Etika Pembangunan, CAPS (Center For Academic Publishing Service),
Yogyakarta him 19

®1 1bid

%2 Haryatmoko, 2003, Etika Politik dan Kekuasaan , Kompas, Jakarta.
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Nilai—nilai yang terkandung didalam sila pertama sampai dengan
sila kelima merupakan cita—cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia
yang akan mewujudkan masyarakat yang tata tentrem, karta raharja,
gemah ripah loh jinawi, dengan harapan untuk diwujudkan dalam tingkah
laku dan perbuatan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar filsafati negara serta sebagai filsafat hidup
bangsa Indonesiampada’ '-hakéﬁ.ké'th'ya""merupakan suatu nilai-nilai yang
bersifat S|stemat|s Oleh karena i, sebagal suatu dasar filsafat maka
sila-sila Pancasna suatu kesatuan yang bulat hlerarkhls dan sistematis.
Dalam pengertlan itulah maka S|Ia sila Pancasna merupakan suatu sistem
filsafat makal _kellma sifa bflkan XerpisahZ@isah dan, memiliki makna
sendifiwsendir'i,'_"frfr;ﬁkélainl.(an m:érﬁili.‘ki'esensi makna yahg utuh.

Dasar pe.'mikiran filoSofis 'dari silassila Pariéasila sebagai dasar
filsafat negara adalah sebagal berikut; Pangasilagsebagai filsafat bangsa
dan negara Repubhk Indone5|a mengandun;nzakna bahwa dalam setiap
aspek kehidupan 'kebangsaa_n, kemasyarak‘atan persatuan, kerakyatan dan
keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan
bahwa negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau
organisasi kemasyarakatan dalam hidup manusia (legal society) atau
masyarakat hukum.®

Eksistensi dari nilai—nilai Pancasila ini dalam negara kesatuan
Indonesia adalah, bahwa negara merupakan suatu organisasi kesatuan
bangsa Indonesia yang dibentuk oleh kelompok manusia yang
berdasarkan pada kodrat dasar manusia yaitu manusia sebagai makhluk
tuhan yang maha esa, pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan

harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya atau

%% |mam Soetikno, Politik Agraria Nasional, 1994, Gadjah Mada Press, Yogyakarta him 46
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makhluk yang beradab yang selalu berusaha untuk mewujudkan
persatuan dan kesatuan agar terdapat keserasian dan keharmonisan
dalam kehidupan bermasyarakat. Terwujudnya persatuan dan kesatuan
dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai bangsa yang hidup
dalam suatu wilayah negara tertentu, sehingga haruslah mendasarkan
pada nilai—nilai bahwa rakyat merupakan satu kesatuan. Dengan adanya
persatuan dan kesatuan flaka awans mewujudkan suatu persatuan dan
kesatuan yand tangguh. _

Nikgi—nilat PancaSIia sebagal dasar fllsafat negara Indonesia pada
hakekathya meripakan sumber Jdari hukum dasar negara Indonesia.
Sebagai sumbéf hukum Oasafh maka Pancasiia merubakan suatu hukum
dasar"dan cita'—'_cii-té mofal yahg ludr olef p_éﬁdiri negara yang mewakili
seluruh bangsa fadonesid pada tanggal--lé Agustus 1945 dinyatakan
secara yurldls formal sebagal dasar Negara yang Selanjutnya ditetapkan
lagi dldalam Ketetapan VPR Nomor XX/MPRS/1966 Nilai-nilai
Pancasila yang tertuang‘ didalam Pesfibikaan UUD 1945 berkedudukan
sebagal pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila dalam sistem
dan struktur hukum Indonesia dikatakan sebagai sumber dari segala
sumber hukum tentunya nilai- nilai Pancasila harus mewarnai cita—cita
hukum negara Indonesia, dalam arti norma-norma dan nilai-nilai yang
terkandung didalam sistem hukum negara Indonesia harus mencerminkan
nilai—nilai Pancasilais.

3. Teori Bekerjanya Hukum Chambliess Seidman
Menganalisis mengenai pokok masalah yang menjadi kajian didalam
sebuah penelitian dapat dilakukan dngan menggunakan teori. Teori pada
hakikatnya adalah seperangkat konstruksi (konsep), batasan dan proposisi

yang menyajikan suatu pandangan sistematis, tentang fenomena dan
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merinci hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan
memprediksi gejala itu. Teori juga berarti serangkaian asumsi, konsep,
definisi proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial yang secara
sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.®* Oleh karena
itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan
hubungan antara dua variable atau lebih yang telah teruji kebenarannya®

Hukum adalahmener fn;nhsiaee""ﬁrtinya suatu aturan hukum tidak
dapat dilepas;‘g_‘a‘ri aspek_ maausia, :_Bahkan_ “i?g_hberpusat pada manusia
karena egfnsi gan.ekﬂéfi:s'-'t'gn'sinyé'nefplﬁi:sét‘-.pada méﬁgsia (antro pocentris),
dari, olefi dan unfiik manusia. Ia b'erembrl‘gﬂ dati kehendak, motif, ideal dan
keprihatinan rnangsia Ia' dibuat Oleh manusia dan "-'-dirumuskan dalam
bahasa fnanusia yang hamya dapat dlpahaml oleh manusia. la dijalankan
oleh manusm dafcgntuk melayani kepentlngan manu5|a Keyakinan dasar
ini tidak mellhat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum,
melainkan manuS|aIah yang Derada d| tltlk pus?t ;)erputaran hukum.®’

Hukum sebagal al,at u_ntuk -mengubah masyarakat atau rekayasa
sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh
hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sesuai rekayasa
masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan
ketersediaan hukum dalam arti peraturan dan norma, melainkan juga
jaminan atas perwujudan norma hukum tersebut kedalam praktik hukum.
Dengan kata lain, adanya jaminan dilakukannya penegakan hukum (law

inforcement) yang baik. Dengan demikian bekerjanya hukum bukan

% Burhan Ashofa, 2004, Metode Penelitan Hukum, Rieneka Cipta, Jakarta, him 19
6 Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, UNI Press, Jakarta, him 126-127
% Satjipto Raharjo, 2007, Membedah Hukum Progresif, Penerbit buku Kompas, Jakarta, him 151

®7 Bernard L Tanya,2006, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi,
Penerbit CV Kita,Surabaya
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hanya merupakan fungsi  perundang-undangannya saja, melainkan
aktivitas birokrasi pelaksananya.®®

Hukum sebagai suatu ketertiban sosial (legal order) merupakan
suatu kontrak sosial dari otoritas untuk mengontrol tingkah laku manusia
yang disesuaikan dengan aturan yang sistematik dengan penetapan aturan
tersebut secara teratur dan tertib. Dalam menjalankan aturan tersebut bila
diperlu dipaksakanskepada rr-ie.e‘ya'rakat:*"Dalam pengertian hukum seperti
ini memunculkan konsep hukum dan ketertlban (Law and Order).%®

Bekerjanya hukum hakekatnya mempakan |mp|ementa3| hukum atau
di Amenka dlgunakan juga |st|lah lafl enforcement atau application
(penerapan hukum) dan di Belanda dlgunakan |st|Iah rechtstoepassing,
rechtshandhavmg ; :

Black s La@ictionary’ memberlkan artl enforcement adalah “ The
act or process of compelllng compllance With a law, mandate, command
degree, or agreement Tugas penegakaﬁnﬂ #hukum dijalankan oleh
komponen eksekaif dani d;laksanakan “oleh birokrasi dari eksekutif
tesebut, sehingga sering juga disebut birokrasi penegakan hukum. Sejak
negara mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam
masyarakat, maka campur tangan itu makin intensif. Tipe negara demikian
dikenal sebagai welfare state. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan
bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam

(peraturan)hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.”

68 Achmad Ali, 2002, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum , Yasrif Watampone, Jakarta,
him 97

% Munir Fuady, 2010, Dinamika Teori Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta him 44

7% satjipto Rahardjo,2000, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung him 181

™ Bryan A. Garner,2004, Black’s Law Dictionary, Eighth Edition, St. Paul: west Publishing, him
569

"2 Satjipto Rahardjo, Op Cit him 181
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Seidman mencoba untuk menerapkan pandangan tersebut didalam
analisanya mengenai bekerjanya hukum didalam masyarakat. Model
tentang bekerjanya hukum ini dilukiskannya kedalam bagan berikut : "
Tentang bekerjanya hukum ini dilukiskannya di dalam bagan sebagai
berikut :

Faktor-faktor
sosial

_| Pemegang
| peran

penerapan

peraturan Aktivitas
Penerapan
Faktor-faktor Faktor-faktor
sosial dan sosial dan
personal personal
lainnya lainnya

Olehnya bagan itu diuraikan di dalam dalil-dalil sebagai berikut :

(1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang
pemegang peran (role occupant) itu diharapkan bertindak.

(2) Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai

suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-

" Satjipto Rahardjo, 1980, Hukum Dan Masyarakat, Angkasa, Bandung hlm 27
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peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari
lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan
sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

(3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai
respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-

peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya,

keseluruhan watan sosial, politik dan lain-

lainnya yafig mengen eka serta_umpan-umpan balik yan
ya y g %W o p p yang

eran

tu akan bertindak

(4)

sebagal pemegang peranan ditentukan tingkah-lakunya oleh pola peranan

yang diharapkan daripadanya baik oleh norma-norma hukum maupun oleh
kekuatan-kekuatan di luar hukum.
4. Moralitas Hukum (legal Morality)
a. Fuller
Lewat bukunya The Morality of law, fuller menyebut 2 jenis
moralitas hukum vyaitu moralitas eksternal dan moralitas internal.

Moralitas Eksternal adalah masalah yang terkait isu-isu keadilan, Hak
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Asasi Manusia, solidaritas dan empati terhadap kaum tertindas.
Moralitas Internal berbicara tentang prinsip-prinsip hukum yang baik.”

Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada
suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum.
Ukuran tersebut diletakkannya pada 8 (delapan) asas yang

dinamakannya principles of Iegality, yaitu ;"

1). i Al tmEr, i ukum harus mengandung

ang berlaku surut.

surut, oleh karena

ak, maka peraturan itu tidak

pedoman tingkah laku.
Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak
integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu
yang akan datang.

4). Peraturan—peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di
mengerti.

5). Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang
bertentangan satu sama lain

6). Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang

melebihi apa yang dapat dilakukan.

™ http://patriciairenepetty.blogspot.com/2016/05/teori-teori-ahli-filsafat-mengenai.html  diakses

tanggal 23-10-2019 jam 23.30 WIB
" Satjipto,Rahardjo, 2000, lImu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, him 51
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7). Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan
sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.

8). Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan
pelaksanaan sehari—hari.
Fuller sendiri mengatakan bahwa kedelapan asas yang diajukan

itu sebetulnya lebih dari sekedar persyaratan bagi adanya suatu sistem

-

mengandul gwﬁoralietentu. Kegagalan untuk

miki 'ak hanya melahirkan sistem

mencipf d
Kar ;'.‘,. 3@ tidak bisa disebut sebagai

hukurll yang.jelek, melg

sistei

memiliki  kepastian | dan merﬁiliki keutamaan-keutamaan bagi
kepentingan manusia. Menurut Fuller kedaulatan hukum terletak pada
keutamaan keadilan.”’
b. R Dworkin

Pandangan realitas yang diberikan oleh Hart pun merupakan
kritikan terhadap keyakinan dworkin yang dipandang berlebih-lebihan
atas imparsialitas hakim. Karena hakim dalam imparsialitas. Karena
hakim dalam teori positifis tidak lebih dari para politisi yang menjabat

sebagai pembuat undang-undang. Oleh karenanya Hart menuduh

’® Fuller, dalam Satjipto,Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hlm 52

" Teori — Teori Ahli Filsafat Mengenai Ekstensi Moral Dalam Hukum
http://patriciairenepetty.blogspot.com/2016/05/teori-teori-ahli-filsafat-mengenai.html  diakses
tanggal 23-10-2019 jam 24.00 WIB
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Dworkin sebagai pemimpi pemula yang tidak mau tahu atas apa yang
terjadi di dunia nyata.”

Teori penafsiran Ronald Dworkin "“adalah law as integrity. 3 nilai
yang sangat berkaitan dengan hukum sebagai integritas yaitu justice,
fairness dan procedural due process. Nilai fairness : Prinsip-prinsip
yang terkait dengan penghargaan terhadap hak rakyat sebagai pembuat
hukum  lewat qwakit=wakilnya “dparlemen. Nilai justice: Lebih
menekankan pada kualitasghasil @khir suatu keputusan publik (dalam
hal inifkeputusan-hakim dan berkatansdengan prinsip keadilan yang
fundamental)ssaiNilai  procedural duefsprocess: menuntut untuk
meaohormati=prosedur-prosedur “hukum ¥ang sudah ada, baik saat
menatapkantaturan-atugan barugmaupunssaat hukum diterapkan pada
kasus=kasus pagtikular.  (berkaiten dengan prinsip kepastian hukum)
Hukumisebagai tategritas, menurut_Dwggkin adalah kesatuan dari 3
prinsip. Prinsip tidlek bisa diabaikap fdalam pengambilan keputusan
hukum.

Hukum dalam teori Dworkin dipandang meliputi juga prinsip-
prinsip hukum yang pada gilirannya menjustifikasikan peran moralitas
dalam hukum. Perlu diperhatikan disini pengakuan akan keterlibatan

antara moral dan hukum tidak menjadikan teori ini anti kebebasan.®

78

Pranoto Iskandar ,Yudi Junaedi, 2011, Memahami Hukum Di Indonesia Sebuah Korelasi

Politik, Filsafat Dan Globalisasi, IMR Press Cianjur him 72

.https://books.google.co.id/books?id=5JnrPLAgL1cC&pg=PA73&Ipg=PA73&dq=teori+dwork

in&source=bl&ots=8GbaxL Y83 &sig=ACfU3U2CN4pZ2ETgegnalESgWhWjAbuvDw&hl=¢

n&sa=X&ved=2ahUKEwiNns7Q37LIAhWCjeY KHawaA6 UQ6AEWB30ECAKQAQ#vV=0nep

age&q=teori%20dworkin&f=false diakses tanggal 23-10-2019 jam 23.25 WIB

79 Teori-Teori Ahli, Opcit
" Pranoto Iskandar ,Yudi Junaedi,, Opcit
80 pranoto Iskandar ,Yudi Junaedi, 2011, Memahami Hukum Di Indonesia Sebuah Korelasi

Antara Politik, Filsafat Dan Globalisasi, IMR Press Cianjur him 73
.https://books.qgoogle.co.id/books?id=5JnrPLAqL1cC&pg=PA73&Ipg=PA73&dq=teori+dworki

n&source=bl&ots=8GbaxL Y83 &sig=ACfU3U2CN4pZ2ETgegnal ESgWhWjAbuvDw&hl=en
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https://books.google.co.id/books?id=5JnrPLAqL1cC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=teori+dworkin&source=bl&ots=8GbaxLY83_&sig=ACfU3U2CN4pZ2ETgegnaIESgWhWjAbuvDw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiNns7Q37LlAhWCjeYKHawaA6UQ6AEwB3oECAkQAQ#v=onepage&q=teori%20dworkin&f=false
https://books.google.co.id/books?id=5JnrPLAqL1cC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=teori+dworkin&source=bl&ots=8GbaxLY83_&sig=ACfU3U2CN4pZ2ETgegnaIESgWhWjAbuvDw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiNns7Q37LlAhWCjeYKHawaA6UQ6AEwB3oECAkQAQ#v=onepage&q=teori%20dworkin&f=false
https://books.google.co.id/books?id=5JnrPLAqL1cC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=teori+dworkin&source=bl&ots=8GbaxLY83_&sig=ACfU3U2CN4pZ2ETgegnaIESgWhWjAbuvDw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiNns7Q37LlAhWCjeYKHawaA6UQ6AEwB3oECAkQAQ#v=onepage&q=teori%20dworkin&f=false
https://books.google.co.id/books?id=5JnrPLAqL1cC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=teori+dworkin&source=bl&ots=8GbaxLY83_&sig=ACfU3U2CN4pZ2ETgegnaIESgWhWjAbuvDw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiNns7Q37LlAhWCjeYKHawaA6UQ6AEwB3oECAkQAQ#v=onepage&q=teori%20dworkin&f=false
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5. Teori Sistem Hukum
Hukum yang menjadi pedoman tingkah laku anggota masyarakat
terdiri dari sekumpulan kaidah—kaidah yang merupakan satu kesatuan
sehingga merupakan suatu sistem kaidah atau sistem hukum. Sistem hukum
seringkali juga memiliki arti yang sama dengan tata hukum.®

Pengertian dasar yang terkadang dalam sistem adalah® (a) Sistem
berorientasi pada tujuan'™(h) Reseltiruhansadalah lebih dari sekedar jumlah
bagian—bagian (whollsm) (C) Suatu snstem bermterak5| dengan sistem yang
lebih besarj yaitu hngkungannya (open system) (d) Bekerjanya bagian —
bagian dar S|stem. |tu menmptakan sesudtf yang berharga, (e) Masing —
masing baglan harus cocok satyfSamadlain, dan (f) Ada kekuatan pemersatu
yang menglkat SIStem itu (mekamsme kontrol)

Jadi tata hukemn akan® mertipakan sebuah S|stem jika tidak sekedar
kumpulan kaldah = tetapl memiliki 5|stemat1ka _kesatuan. Menurut teori
Stufenbau dar Hans Kelsen BaTwa S|stem hukum itu merupakan suatu
hierarki atau sistem pertanggaan kalidan? Sty perundang—undangan yang
tingkatannya lebih rendah harus memiliki dasar pada kaidah hukum yang
lebih tinggi sifatnya. Setiap kaidah hukum harus mencerminkan adanya
sistem pertanggaan semacam ini demikian seterusnya ke atas. Kaidah
hukum yang tertinggi yang disebut konstitusi berdasarkan pada norma dasar

yang disebut grundnorm®. Norma dasar ini mengandung asas—asas hukum®

&sa=X&ved=2ahUKEwiNns7Q37LIAhWCjeY KHawaA6UQB AEWB30ECAKQAQ#v=0nepage
&0=teori%20dworkin&f=false diakses tanggal 23-10-2019 jam 23.25 WIB
8 Soepomo, 1971, Sistem Hukum Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua, Balai Pustaka,
Jakarta, him.3
82 satjipto Rahardjo,1982, 1lmu Hukum Alumni, Bandung, him. 88-89
8 Hans Kelsen, Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni), alih bahasa oleh Raisul Muttagien,
Cet.VI, Nusa Media 2008, him.243-244
* Ibid. him.244
8 Asas hukum merupakan ratio legis bagi pembentukan norma — norma hukum dan sebagai dasar
filosofi dari pembuatan peraturan perundang — undangan. Sebaliknya norma — norma hokum



https://books.google.co.id/books?id=5JnrPLAqL1cC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=teori+dworkin&source=bl&ots=8GbaxLY83_&sig=ACfU3U2CN4pZ2ETgegnaIESgWhWjAbuvDw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiNns7Q37LlAhWCjeYKHawaA6UQ6AEwB3oECAkQAQ#v=onepage&q=teori%20dworkin&f=false
https://books.google.co.id/books?id=5JnrPLAqL1cC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=teori+dworkin&source=bl&ots=8GbaxLY83_&sig=ACfU3U2CN4pZ2ETgegnaIESgWhWjAbuvDw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiNns7Q37LlAhWCjeYKHawaA6UQ6AEwB3oECAkQAQ#v=onepage&q=teori%20dworkin&f=false
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yang sifatnya umum yang berupa nilai—nilai norma atau tuntutan etis yang
akan menjadi dasar dari bangunan sistem hukum.
Menurut Purnadi Purbacaraka, asas—asas peraturan perundang-
undangan antara lain ialah:®
a) Undang-undang tidak berlaku surut

b) Undang-undang vyang dibuat penguasa yang lebih tinggi

tinggi pula (lex superior

yang bersangkutan

(2) Tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya
(3) Bersahaja dan tidak dibuat—buat
Suatu peraturan perundang-undangan idealnya mengandung asas
pembentukan dan asas materi muatan yang baik sehingga memiliki
keselarasan dan keharmonisan antara ketentuan—ketentuan yang terdapat
di dalam perundangan yang satu dengan lainnya. Menurut undang—

undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang— Undang

merupakan perwujudan dari asas hukumnya (Satjipto Rahardjo,1982, IImu Hukum, Alumni,
Bandung, him.134)

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,1979, Sendi — sendi Ilmu Hukum dan Tata
Hukum, Alumni, Bandung, him.55

8 Satjipto Rahardjo, apc.cit, him.134-135

86
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Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang—
undangan, setiap perundangan harus berlandaskan pada asas—asas
sebagai berikut :

1) Asas Pembentukan Peraturan Perundang—undangan :%

a. Kejelasan tujuan;

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

e. Kenusantaraan;
f. Bhineka tunggal ika;
g. Keadilan;
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Pembentukan peraturan perundang-undangan® bertujuan untuk

memberikan kepastian bagi semua pihak. Bahasa perundang—undangan

8 pasal 5 Undnag — undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang —
undangan

% |bid. Pasal 6 ayat (1)

% peraturan Perundang — undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang
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sangat berperan dalam mewujudkan unsur kepastian tersebut, sehingga
corak bahasa perundang—undangan perlu bersifat bebas dari emosi, tanpa
perasaan dan datar seperti rumusan matematik.

Kejelasan bahasa undang-undang akan diukur dari gaya
penuturannya padat dan sederhana (istilah—istilah yang dipilih bersifat
mutlak dan tidak nishi, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat
atau penafsiran)g Kata dan kal'i'mat'dalam peraturan perundangan itu
terbatas pada_hal—hal yang myata atau aktugil‘ dan menghindari hal-hal
yang befbifat met.’;}fﬁori‘gﬁdan _.hi:pd'té'tié'.’.‘-_Bahasaﬁya tidak terlalu tinggi
karena peraturahditujukan u'ntQk semua“l:épi'san. Masalah pokoknya tidak
dikag;:au'kan déhgan kgkecuglian, 8pembatasan atalh jmodifikasi, tidak
mengéndung Za'_'réummen'.fasi afau alasan terpé:r{'inci, serta sangat penting
diatur dan bervifbawa.” | .

Prbses _p_emb'éntukan suatu "p'erugnd_a_ngfundangan didalam
masyarakat aid;lsarkan pada dua:képen_tingdﬁ;ang saling tarik menarik,
yaitu kepentinga® daki aépek idesl (duhia" sollen) dan aspek kenyataan
(dunia sein).** Aspek ideal mengandung suatu asas, nilai atau cita—cita
keadilan yang menuntut agar suatu bangunan hukum bersifat ideal.
Sebaliknya, aspek kenyataan atau realitas mengandung tuntutan agar
hukum itu mengikuti dan menyesuaikan dengan kondisi atau kenyataan
riil yang ada di dalam masyarakat. Pembuatan peraturan perundangan
perlu mempertimbangkan kedua aspek tersebut, sehingga pada akhirnya
perundang—undangan itu berada dalam posisi tarik menarik atau tegangan

di antara aspek ideal dan real.

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang — undangan (Pasal 1
Undang — undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan)

° Satjipto Rahardjo, opc.cit, him.124 — 125

% Ibid, him
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a. Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum

Menurut Ahmad M. Ramli, harmonisasi adalah upaya atau
proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem
hukum sehingga menghasilkan peraturan (sistem hukum) yang
harmonis.®®

Pengertian harmonisasi hukum, menurut Badan Pembinaan
Hukum Nasional‘“"(‘BPHf\Iﬁ ‘. adataR™skegiatan ilmiah untuk menuju
proses peng{harmonisasian:.thku:_m tertu_li§_=_:_>(ang mengacu baik pada
nilai«nil-e.l.i ﬁlosoﬁs,sosmlogls ékdi}gmis m;qpun yuridis”.** Nilai
filosBfis dapatidiartikan épébila kaidészf Rukum t;arsebut sesuai dengan
cjjga¥cita hukum sebagai nilai pasitif yang_,_tgrtinggiz-—- INilai yuridis yaitu
apébila pé‘fé;ératah _forimél : terbentukﬁiﬁa pe_réturan perundang—
unddhgan tetah terpengih il sosioldgjis yaitu efektivitas atau hasil

guna eratugar] "Berundang-undangan: dalam kéhidupan masyarakat.”

St W

Nilai ekoRgmig% yaitt Subtansi Pperaturan  perundang—undangan
hendaknya disﬂ'sun“i d_engain-: feMperhatikan  efisiensi  dalam

pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang—undangan.®®

% Ahmad M Ramli, 2008, Koordinasi dan Harmonisasi peraturan perundangan, Makalah

94

disampaikan pada Semiloka Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2008, di Hotel Bimakarsa,
Jakarta, tanggal 11-13 Maret 2008, him.4-5

Moh Hasan Wargakusumah, dkk,1996, Perumusan Harmonisasi Hukum tentang metodologi
harmonisasi hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia RI, Jakarta, 1996. Definisi yang berbeda dikemukakan oleh Ten Brgedan De
Wasrd bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang —
undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, system hukum dan asas — asas hukum
dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, tanpa mengaburkan dan
mengorbankan pluralism hukum kalau memang dibutuhkan (Dalam L.M Gandhi, 1995,
Harmonisasi hukum menuju hukum responsive, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 14 Oktober 1995.

% Sudikno Mertokusumo, 2005Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
% Arifin P. Soeria Atmadja, op.cit, hal.194-217
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Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni sebagai berikut:®’
a) Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering
dalam kurun waktu yang berbeda.
b) Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan
perundang— undangan berganti—ganti baik karena dibatasi oleh

masa jabatan, alih tugas atau penggantian.

Selanjutnya disharmoni peraturan perundang-undangan dapat

mengakibatkan :*
a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
b. Timbulnya ketidakpastian hukum
c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan
efisien
d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi

memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendali

"Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang - Undangan,
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-
undangan.html diakses tanggal 22-10-2019 jam 20.25 WIB.

98 i
Ibid



http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html
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sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial

secara tertib dan teratur.

Sinkronisasi  hukum adalah penyelarasan dan penyerasian
berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang
disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan
sinkronisasi aealaf® agar stbstansimyang diatur dalam produk
perundang?gndangan ‘_ tidak tqmpang_“t?ji:rlgjih, saling melengkapi
(supleméhtér),. sallngtel’kalt aa'h §'é'mgkin rend};h jenis pengaturannya
maka semaldiiigletail daf dpékasional ‘%atéri mue{tannyagg.

%=lntuk ‘mendapatkan suatu

_ .I\/Ienl:j_riut Marif " Fafiga Jhdrati,
pefaturan p'_é;-uﬁndang—_undangap fyang balk maka sinkronisasi dan
harmonisasigaiak hanya® "':di‘lakukan,:--_Taengan " menyesuaikan dan
meny.elaraska‘_.n ”b’;é_?bagai pengéftiérf’ dai, kalimat yang ada dalam
berbagai 'L:Beraturan' ::””bér:uﬁdé.hg:—_undz;ryi{ggn. Sinkronisasi  dan
harmonisasi 'délam  1 p_embéritukéﬁ"'\mperundangfundangan perlu
memperhatikan latar belakang dan konsep berfikir, serta sistem yang
mempengaruhi pembentukan peraturan perundang—undangan tersebut.

Salah satu cara untuk melakukan harmonisasi adalah melalui
jalan rekonstruksi hukum.'®* Rekonstruksi merupakan tindakan

penataan ulang atau pembangunan kembali suatu sistem yang rusak,

% Inche Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas

Maret
100 ) hig

101 Rekonstruksi (reconstruction) berarti menyusun kembali, membangun kembali, baik fakta atau
idea, atau untuk menyusun model lagi, untuk menyusun ulang atau memperbaharui suatu
gagasan atau mengembalikan elemen yang hilang atau rusak (to construct again, to rebuilt,
either in fact or idea, or to remodel, to form again or anew as in the imagination or to restore
again as an entity the thing wich was lost or destroyed (lihat Black, Henry Campbell, 1979,
Black’s Law Dictionary, Fifth Edition, St. Paul Minn, West Publishing o, him.1144)
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baik hal yang bersifat faktual (fact) atau berupa gagasan (idea) agar
menjadi baik kembali sesuai keadaan yang diharapkan. Langkah
rekonstruksi hukum itu adalah untuk pembangunan kembali sistem
hukum bidang tertentu dari keadaan yang ada (excisting) menuju ke
keadaan yang diharapkan lebih baik (ideal) sesuai dengan nilai—nilai,

pandangan, pendekatan atau paradigma tertentu.

ag i pergxan ya
ilakukan gl?sec
seca hOfiZ%l den

undangan yang berlaku alam. suatu bidang tertentu tidak saling
bertentangan peraturan perundang—undangan diatasnya yang mengatur
mengenai bidang yang berkaitan.

Disamping harus  memperhatikan  hierarki  peraturan
perundang-undangan tersebut diatas, dalam sinkronisasi vertikal,
harus juga diperhatikan kronologis tahun dan urutan nomor penetapan

peraturan perundang—undangan yang bersangkutan.

102 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkron berarti pada waktu yang sama, serentak,
sejalan, sejajar, sesuai, selaras. Sinkronisasi yaitu perihal menyinkronkan, penyerentakan, dan
sama juga dengan kata harmonisasi yaitu uapaya mencari keselarasan (Departemen Pendidikan
Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Kegita, Balai Pustaka,
Jakarta, 2005)

198 http://www.penataanruang. net/ta/lapan04/P2/SinkronisasiUU/Bab4-pdf



http://www.penataanruang.net/ta/lapan04/P2/SinkronisasiUU/Bab4-pdf
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Kedua, sinkronisasi horizontal, yang dilakukan dengan melihat
pada berbagai peraturan perundang—undangan yang sederajat dan
mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horizontal juga
harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu
ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,

terutama yang mengatur mengenai suatu bidang yang sejenis.

B. KAJIAN PUSTAKA
1. Politik Hukum
Secara.timologis istilah pelitik htukdm,merupakan terjemahan dari
istilaphukum®Belanda rechtspelitiek, yang mekupakambentukan dari dua
kata: recht dam: politieke Dalamgbahasa™indonesia kata recht berarti
hukum; sedangkas kata politiek didalamaya“terkandung pula arti belied,

yang biasanya. diterjemahkan sebagals kehijaksanaan atau kebijakan

104

(policy).

Kebijakan "adalah suatu Kketetapan™yang memuat prinsip—prinsip
untuk mengarahkan cara—cara bertindak yandg dibuat secara terencana
dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.’®> Menurut Anderson
kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai yang ditetapkan
oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi atau suatu

persoalan,*®

sedangkan R Dye mengatakan bahwa kebijakan publik
adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak

dilakukan. Pada dasarnya kebijakan memuat unsur maksud, tujuan, dan

104 Marjanne Termorshuizen,1999, Kamus Hukum Indonesia — Belanda, Djambatan, Jakarta, him
235

%Edi Suharto, 2012, Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan
Kebijakan Sosial Dilengkapi contoh — contoh Naskah Kebijakan (Policy Paper), CV
Alfabeta,Bandung

106 Budi Winarno, 2005, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Cetakan Ketiga, PT Media Pressindo,
Yogyakarta.
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sasaran yang ingin dicapai atau dicita—citakan'®’ Kata kebijakan dalam
konteks politik hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara yang
direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan ditetapkan oleh negara
untuk mencapai maksud, tujuan dan sasaran tertentu yang dicita—citakan
dalam bidang hukum.'%®

Politik berasal dari kata “polis” yang berarti negara kota. Politik

ada hubungan . 8 ang hidup bersama. Dalam
hubunganeb ﬁg j 1 (hukum), kewenangan,
kelakua pejab : hsahandai kekuasaan.'® Politik
hukum feca Japat i kebijakan'® (legal

'ilaksan%n secaga nasional oleh

ertia@tang ; bagaimana politik

o me@ konfigurasi kekuatan yang

arah, bentuk atau isi hukum yang akan dibentuk."* Kata kebijakan
berasal dari kata bijak yang berarti selalu menggunakan akal budinya,
pandai dan mahir dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan
cara bertindak tentang pemerintahan organisasi dan sebagainya

khususnya dalam bidang hukum.**?

197 Budi winarno, OpCit 15

108 Muhammad Akib, 2012, Politik Hukum Lingkungan, Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk
Hukum Otonomi Daerah,PT Rajagrafindo Persada, Jakarta

109 Rusadi Kantaprawira,1985, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung.

110 Haryatmoko, 2002, Etika Politik dan Kekuasaan, Penerbit buku Kompas, Jakarta,hlm 2

11 M. Mahfud MD,2009,Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Press,Jakarta, him 9

112 padmo Wahyono. 1983, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta
him 160

13 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989,Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal 115
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Pendapat Padmo Wahyono tersebut masih bersifat abstrak dan
kemudian dilengkapi dengan artikel di majalah forum keadilan,
menyatakan politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara
tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam
hali ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum,
penerapan hukum dan penegakannya sendiri.*'*

Dari keduasependapa: (SrsebursRadmo politik hukum adalah
kebijakan peg_);_(e‘lenggara_nega:ra yang bersifq;_imendasar tentang apa yang
dijadikan k-r.i.te\ria-unt'ﬁ}k?:%éngﬁﬁkuh%&nﬁsesuatu aengan demikian politik
hukum MenuLde Patmo Wahjono berkaitan: dengan hukum yang berlaku
di masa datang dan bar fpadaffahaficita-—citdes =3

Menurut _-_Soedarto, polltlk..‘hukum actalah ke_bijakan dari negara
melalui} badar®hadan negara 'yang bér_:\?/venangf' untuk menetapkan
peraturan peraturan yang dlkehendakl dalam imasyarakat dan untuk
mencapali apa yang Mlicita_CITARAN . | T

Teuku Mohammadi Radh.ie- meﬁﬁa'f'iikan politik hukum sebagai
suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang
berlaku di wilayahnya dan mengenai arah hukum, perkembangan hukum
yang akan dibangun.'*’

Sunaryati Hartono tidak secara eksplisit memberikan pengertian
politik hukum, tetapi secara implisit pengertian politik hukum dapat

ditangkap dari pernyataannya bahwa hukum sebagai alat dan secara

praktis politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang

14 padmo Wahjono, 1991, Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang — Undangan, Forum
Keadilan ,No. 29/1991 hlm 65

11> |mam Syaukoni A. Ahsin Thohari 2004, Dasar — Dasar Politik Hukum, PT Rajawali Grapindo,
Jakarta, hal 26

1% Mashum Ahmad, 2009, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang —

Undang Dasar 1945, Total Media, Yogyakarta
" Moh. Mahfud MD, 2009, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers,Jakarta, hall
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dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum
nasional yang dikehendaki untuk mencapai tujuan masyarakat yang
dicita—citakan''®

Pengertian ini selaras dengan Satjipto Rahardjo, yang

mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang

hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam

masyarakat™'®

yang tlmbul c studi_, i | ah: (1) tujuan apakah yang
hendak d i _n,_‘ ' g \ (2) cara—cara apakah

, finya meréﬂgkut ne
antara’ hukurgt? : ,_ teﬁg antara sentralisasi dan

desentralisasi; | it perlu diubah dan

Termasuk didalamnya roseuntuk memperbarui hukum secara efisien
dengan perubahan total ? Dengan perubahan bagian demi bagian?*?°
Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan
dilakukan politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada
penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai—nilai
yang berlaku di masyarakat. Dan kesemuanya itu diarahkan dalam

rangka mencapai tujuan Negara yang dicita—citakan .'?*

118 C F.G. Sunaryati Hartono,1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni,
Bandung hal 1-2
119 satjipto Rahardjo, Loc.Cit hal352

120 |hid

121 Menurut Frans Magnis — Suseno tujuan Negara adalah memajukan kepentingan masyarakat
dalam kerangka keadilan, kebebasan dan solidaritas bangsa.Frans Magnis-Suseno, Etika Politik
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Abdul Hakim Garuda Nusantara, menyatakan politik hukum
sebagai kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan
secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu, yang dapat
meliputi:

(1) pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; (2)

pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang

«um baru;

telah ada damp

um serta pembinaan para

3 4 K i
Ok wega X
4) ] ht m%at menurut elit pengambil

) anagldak ,:" mencakup politik

pemberfiukan ‘ % %{ukum Politik pembentukan

pembaruan o el encakup:
(1) kebijakan Yfemgetikan) e r
(2) kebijakan (pebentan) hukum yurisprudensi atau putusan
hakim; dan
(3) kebijakan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya. Politik
penegakan hukum adalah kebijakan yang bersangkutan dengan
bidang peradilan, bidang pelayanan hukum.®
Selanjutnya dikatakan politik hukum ada yang Dbersifat tetap
(permanen) dan ada yang bersifat temporer. Politik hukum yang bersifat
tetap adalah berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi

dasar kebijakan pembentukan dan penegakan hukum. Sementara politik

122 Abdul Hakim G Nusantara, 1985,Politik Hukum Nasional, Makalah latihan Bantuan Hukum
yang diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan-LBH Surabaya, September 1985

23 Bagir Manan, 2001,Menyongsong Fajar Otonomi Daerah,FH Ull, Yogyakarta,hal180
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hukum yang bersifat temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari
waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.***

Politik hukum menurut Imam Syaukani dan A. Ahsan Thohari ,
memberikan pemahaman bahwa politik hukum adalah rangkaian konsep
dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan

dan cara bertindak dalam bidang hukum.'®

ny8ngkut f%i lembaga dan pembinaan

nen Ukan @entu maupun isi hukum

v-: berla@iwila ahnya dan mengenai

n dib@,

?.-:-l.,-o;"iri-;:_'- yang - BUnesertaf

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai—
nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan
bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai—

nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat,'?®

artinya hukum
sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang menjadi kesadaran
bersama masyarakat tertentu dan berlaku secara efektif dalam mengatur

kehidupan mereka hal yang sama terjadi juga dalam politik hukum.

124 ibid.
125 Imam Syaukani dan A Ahsin Thohari, 2008, Dasar-Dasar Politik Hukum, Raja Grafindo
Persada Jakarta.hlm 89

126 samsul Wahidin, 2017, Politik Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
him 31
Ibid

Soerjono Soekanto, 1999 Pokok — Pokok' Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
hal 14

127
128
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Dalam konteks Indonesia, maka arah kebijakan hukum yang
hendak dibangun dan dikembangkan selain dilanjutkan untuk
menciptakan sistem hukum nasional juga yang lebih penting adalah
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang dimaksudkan oleh
Bagir Manan sebagai salah satu bagian dari politik hukum yang bersifat
tetap.’® Penjelasan ini sejalan dengan pendapat Abdul Hakim Garuda
Nusantara, yang -mengataké'n' bahwashukum yang hendak dibangun
seyogyanya ‘harus senantiasa fnengacu kegada cita—cita masyarakat
Indonesia yaifu teggkri):/;éi:.‘hegar_'a:hdkl-j'm"yang derrtfo'kratis dan berkeadilan
sosial. Atas d\a-s_gr pandangén‘yang defﬁikfian dikatakan bahwa politik
hukum 'Indonés,iia. sesungguhgya hdkus berogigtasi péd_a cita—cita negara
hukum yang di'_dééarka.n ataé prinsip—prinsib:':{(jemokrasi dan berkeadilan
sosial Ydalam “Zgatu masYarakat bangsé Indopesia yang bersatu
sebagairhana yaqg'térfuang dalam Pembquap UYD 19451

I\/Ienur’at'"‘“Sudj-ito, dala"m"féhah:_politﬁiﬂ-l:‘fhukum membuat norma
hukum tertulis (per’éturah perundéng'—uhdéngan) wajib secara konsisten
mendasarkan diri dan bersumber pada norma yang ada diatasnya.**!

Lebih lanjut Adi Sulistiyono mengatakan bahwa suatu politik
hukum yang tidak jelas akan menghasilkan kaidah—kaidah hukum dalam
bentuk Undang—Undang dan peraturan—peraturan yang simpang siur dan

tidak jelas tahap pelaksanaannya.'** Politik hukum yang demikian tidak

12% Dikatakan oleh Bagir, bahwa politik hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada juga
yang bersifat temporer. Politik hukum yang bersifat tetap adalah berkaitan dengan system
hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijakan pembentukan dan penegakan hukum.
Sementara politik hukum yang bersifat temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu
ke waktu sesuai dengan kebutuhannya Lihat: Bagir Manan,2001, Menyongsong Fajar
Otonomi Daerah, FH UlI, Yogyakarta, him 180

130 Abdul Hakim G Nusantara, 1988, Politik Hukum Indonesia, YLBHI, Jakarta,him 20

131 Sudjito,2013, Hukum Dalam Pelangi Kehidupan, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, him 142

132 Adi Sulistiyono, 2008, Negara Hukum, Kekuasaan, Konsep dan Paradigma Moral, LPP dan
UNS Press, Surakarta, him 52
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akan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan

rakyat sebagai cita hukum negara kesejahteraan .

2. Penataan Ruang
a. Pengertian Tata Ruang

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan ruang ud dengan tata ruang adalah

wujud struk raI dan pol rﬁﬁ ng dimaksud dengan wujud
: ~

struktugal pem& sur-unsur pembentuk

: hiera& berhufun sal dengar%ng lath

dimaksud d n polayge aaid ruaﬁ@ellpu pola lokasi, sebaran

dan lain—lain®*

Penataan ruang sebagai ruang proses penataan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan
satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Oleh
karena itu, pemanfaatan ruang wilayah nasional. Baik sebagai wadah
maupun sebagai sumber daya alam, perlu ditingkatkan upaya
pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna,
sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga
keberlanjutannya secara selaras, serasi, dan seimbang demi terwujudnya

kesejahteraan rakyat.™**

133 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008. Hukum tata ruang dalam konsep kebijakan otonomi
daerah. Bandung: Nuansa.
134 Juniarso Ridwan , ibid
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Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana
umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata
ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan
muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola
ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai
strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi
yang dapat _gencakup ;hi'ng'ga "penetapan blok dan sub blok
peruntukan. &° | _ ;

Lingkﬁngan__ ﬂf.pé':rl”’é‘:wr'lca_néa:n ftété:’.‘-_r_uang Wilayah untuk tingkat
Kabupaten t_erqrapat dalam' PéSaI 25; P:ésél 26, dan Pasal 27 Undang-
Ungahg Nofhbf 26 Tiahung200/8tentang Penataah-— tuang. Penjelasan
padé Pasal :2_6":”Ayat .'(1) h.uruf _.b'Undang;Undang Nomor 26 Tahun
2007, 8StruktUgsang wilayaR Kabupatess fnerupakan gambaran sistem
perkotéan Wilaya'h Kabupaten dan jakin’gaq Rrasafana wilayah kabupaten
yang diken;‘bé{hgkan untuk m'en:grihteg_rasik;ﬁK.wilayah kabupaten selain
untuk melayani kégiatah skala.kabupafen"yang meliputi sistem jaringan
transportasi, sistem jaringan energi dan Kelistrikan, sistem jaringan
telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh
daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Dalam
rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat
kegiatan wilayah kabupaten dan perletakan jaringan prasarana wilayah
yang menurut ketentuan pengelolaannya merupakan kewenangan
pemerintah daerah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah
kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam
rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah

provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

135 Hasni, 2008, Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah , PT Raja Grafindo, Rajawali
Pers , Jakarta hal 129



b. Fungsi Ruang

o7

Dalam penataan ruang, tata ruang adalah wujud struktur ruang

dan pola ruang.**® Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam

suatu wilayah yang meliputi: peruntukan ruang untuk fungsi lindung

dan peruntukan untuk fungsi budidaya.

Pola ruang wilayah nasional merupakan gambaran pemanfaatan

ruang wilayal ba pemanfaatan yang berfungsi

budidaya ' ang ditinjau dari berbagai
~

sudut fandan ebih_bert danberhasil guna dalam
. _

menddkun

a). Kawasan Linef

Merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber

daya alam dan sumber daya buatan.*® Yang termasuk dalam

kawasan lindung adalah™**

1). Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan

kawasan resapan air.

138 YU No. 26 Tahun 2007, Op Cit, Pasal 1 angka 2

137 penjelasan Pasal 20 ayat 1 huruf ¢ UU NO. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
138 |bid, Pasal 5 ayat 2 UUPR

139 penjelasan UU No. 32 Tahun 2009, Opcit, Pasal angka 3

149 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007, OpCit Pasal 1 Angka 21

141 penjelasan UU No.26 Tahun 2017 Op Cit Pasal 5 Angka 2
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2). Kawasan perlindungan setempat, antara lain sempadan pantai,
sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan
sekitar mata air.

3). Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain kawasan

alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya. Kawasan

pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman

Merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya
alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.'*?

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan budidaya,
dilakukan dalam fungsi—fungsi sebagai berikut:***

1. Fungsi Pengawasan dimaksudkan untuk menghindari
terjadinya konflik pemanfaatan ruang.
2. Fungsi pengawasan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya

konflik pemanfaatan ruang.

142 Undang-Undang Nomor .26 Tahun 2007, Opcit Pasal 1 angka 22
143 Rahardjo Adisasmita, 2013, Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang, Graha llmu, Yogyakarta
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3. Fungsi penertiban adalah merupakan tindakan penyelesaian
dari rencana—rencana pemanfaatan ruang yang telah diarahkan.
Adapun tujuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan
dengan fungsi pengawasan dan penertiban adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang telah di tetapkan

2. Untuk mengakomodasikan kebutuhan ruang yang dinamis secara

dan Dberkelanjutan. Hasil

untuk mengetahui tingkat

c. Membatasi egiatn lain yang sudah ada, dimana kegiatan
tersebut sudah tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang terus tumbuh

dan berkembang dengan cepat dan rentan terhadap perubahan karena

terkait dengan cara—cara eksploitasi dan pengelolaan sumber daya
alam. Penanganan kawasan budidaya dapat dilakukan dengan:**

1. Peningkatan kinerja pembangunan kawasan dengan melengkapi

infrastruktur kawasan untuk mendukung peningkatan produksi.

2. Penataan lingkungan permukiman.

1 ibid
4 Rahardjo Adisasmita,Opcit him 90-91
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3. Prioritas pengembangan tanaman budidaya melalui intensifikasi
rehabilitasi dan ekstensifikasi dan memungkinkan untuk
kelestarian tata air dan tanah.

4. Pengembangan budidaya perikanan tambak dan laut dengan
terus mendorong penerapan teknologi tepat guna dalam

berbagai usaha budidaya perikanan.

rﬁwﬂ% konflik'kepentingan antar sektor.

ahan dan kemampuan lahan,
sektor ert At dike I wilayah kabupaten terdiri

L sub se%r per punan, sub sektor

pete akan g\s Seki i h@ itu perlu adanya arahan

sebagai berikut:
1. Pemantauan.
a. Legalitas kegiatan budidaya ditinjau dari dimensi pemanaatan
ruang
b. Eksistensi kegiatan budidaya terhadap orientasi pemanfaatan
ruang
2. Evaluasi kawasan budidaya
a. Mengevaluasi kegiatan budidaya yang ada apakah sudah melalui
prosedural dimensi keruangan
b. Mengevaluasi suatu kegiatan budidaya apakah konsisten atau
terdapat relevansi terhadap peruntukan pemanfaatan ruang yang

telah ditetapkan.
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Kriteria untuk mendelinasi kawasan/sub kawasan budidaya secara
umum lebih didasarkan pada faktor kesesuaian lahan dan kemampuan
lahan untuk dikembangkan. Klasifikasi kawasan budidaya dikaitkan
dengan fungsi utama pemanfaatan ruangnya dalam menampung
kebutuhan penduduk, baik untuk kegiatan produktif maupun

permukiman.

gntuk  mendukung

1  gemb%n per'n g n basah.

c) Pefigendaliar atan lain .o:t‘ ¢

Tugas negara dalah menyelenggarakan penataan ruang untuk
sebesar—besarnya kemakmuran rakyat yang mana diamanatkan dalam
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang
menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya diuasai negara dan digunakan untuk sebesar—besarnya
kemakmuran rakyat.'*® Penguasaan dan penggunaan kekayaan alam ini
menjadi tugas negara untuk mengaturnya dalam mensejahterakan
rakyatnya yang mana menjadi tugas negara dalam mengatur

penggunaan ruang bumi agar serasi dan seimbang dengan konsep

146 pasal 33 ayat (3) Undang — Undang Dasar 1945
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pembangunan berwawasan lingkungan sebagai ujung tombak dalam
pelestarian lingkungan .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas , yaitu
negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar—besarnya
kemakmuran rakyat, negara memberikan kewenangan

penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah

T Pasal @ndam ndang Penataan
tah d’!@peny enggaraan penataan

&

penataan ruan wilayah nsional, provinsi, dan kabupaten/kota,
serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
b. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
d. kerja sama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan
kerja sama penataan ruang antar provinsi.
(2) Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang
nasional meliputi:

a. perencanaan tata ruang wilayah nasional,

147 pasal 8 Undang — Undang NO. 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang
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b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.

Pasal 10 Undang-Undang Penataan Ruang menyatakan :
(1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan
penataan ruang meliputi:

a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan

dan kabupaten/kota, serta

ang  kawasan  strategis

ayat (1) huruf beliputi:
a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang menyatakan bahwa :
(1) Wewenang pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dalam
penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan

kawasan strategis kabupaten/kota;
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b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis
kabupaten/kota; dan
d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
(2) Wewenang pemerintah  daerah  kabupaten/kota  dalam

pelaksanaan  penataan  ruang  wilayah  kabupaten/kota

dimaksud pada ayal

jca W@@ah Kkabupaten/kota;
b. pergMan ruano W ilayah%)aten/ Kota; dan
< ., >

Je. @dalia no

%), huruf b meliputi:

3. Hak Milik Atas Tanah . v
Hak menguasai negara merupakan pelimpahan tugas bangsa, dalam
hak bangsa Indonesia yaitu untuk melaksanakan pengaturan dan
pemimpinan penguasaan atas tanah termasuk juga sumber daya alam yang

terkandung didalam tanah.'*®
Hak tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan
serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang
haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sebagaimana

tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA hak atas tanah yaitu: “wewenang

198 Boedi Harsono, 2018, Hukum Agraria Indonesian Sejarah Pembentukan Undang- Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta him 206
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untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu
dalam batas—batas menurut undang-undang atau ketentuan peraturan
hukum yang lebih tinggi”149

Dalam Persfektif hukum tanah nasional, hak menguasai negara,
terdapat dalam jenjang tata susun atau hierarki hak penguasaan atas tanah
antara lain:® hakebanaea™NdoTEsia™hakemenguasai negara, hak ulayat
masyarakat—mggyarakat hukum.adat,_ hak—hak‘gerorangan.

Di dllam ‘keter];uaﬁ-ﬁlé;asal 4 :UUﬁA-.'Qitentuka'riinya bermacam-macam
hak atas tanah ydigy berasal déri‘ Ak men‘é.uaéai oleh negara, dan Pasal 16
yaitu Qerﬁpa (1)'_hék miliks (2) Mk dlina usahgs=,3) hak guna bangunan; (4)
hak pakai; (5) ha’_t‘kf-éewa;.' (&) h.ak membuka tahé‘h; (7)thak memungut hasil
hutan; (8) hak—hakdain yang fieak termasuk--d.alam hak—hak tersebut diatas
yang akah ditetap‘_kah“_‘d“ehgan undang—u'nda'ng sertay hak—hak yang sifatnya
sementara sé:b'éjgai Myang JreEBtian :dalan;x gPasaI 53 UUPA (hak
pengelolaan, hak milik s;ituan ruMahs8Usiin, hak tanggungan atas tanah,
hak guna ruang tanah dan lain-lain ) **

Seseorang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas
tanah, oleh UUPA dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau
mengusahakan sendiri secara aktif serta wajib pula memelihara termasuk
menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah tersebut.

Selain itu, UUPA juga menghendaki supaya hak atas tanah yang
dipunyai oleh seseorang atau badan hukum tidak boleh dipergunakan

semata—mata untuk kepentingan pribadi dengan sewenang—wenang tanpa

menghiraukan kepentingan masyarakat umum atau dengan kata lain semua

1%% Rusmadi Murad. 2013. Administrasi Pertanahan. Mandar Maju. Bandung
130 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya ,' Djambatan, Jakarta him 206.

131 Rusmadi Murad, Loc Cit hlm 83
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hak atas tanah tersebut harus mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur
dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan bahwa “semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial”.

Berdasarkan hal tersebut maka terkait dengan kepemilikan hak atas
tanah terdapat persamaan antara laki—laki maupun perempuan mempunyai

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas

asar Pas}lg UUPA disebutkan bahwa

e bedak@a de

pakaiilhak yang terkuat gBM &

Sebagai hak yan palg kuat atas tanah, yang memberikan
kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain
diatas bidang tanah hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak
guna bangunan atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha (yang
hampir sama dengan kewenangan negara sebagai penguasa, untuk
memberikan hak atas tanah kepada warganya. Hak ini meskipun tidak
sama tetapi dapat dikatakan mirip dengan eigendom atas tanah menurut

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberi kewenangan yang

152 pasal 9 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok
Agraria .
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paling luas kepada pemiliknya dengan ketentuan harus memperhatikan
Pasal 6 Undang—Undang pokok agraria.™

Subyek hak milik atau yang dapat mempunyai hak milik menurut
UUPA adalah sebagai berikut :
1).Perseorangan

Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik

Gg. £
atasEah, bade
lbjan sta@km ik a
ank—%yang id

c) g aan.yang ditunjuk oleh menteri Pertanian/

Agraria setelah mendengar Menteri Agama

d) badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria
setelah mendengar Menteri Sosial .
Hak milik dapat terjadi melalui beberapa cara yaitu menurut Pasal 22
UUPA adalah :
1) Hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat.
Terjadinya hak milik atas tanah yang dilakukan melalui pembukaan
tanah (pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah.
Adapun yang dimaksud dengan pembukaan tanah adalah pembukaan

tanah (hutan) yang dilakukan secara bersama-sama dengan

153 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004,Hak — Hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta.
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masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh ketua adat melalui tiga
sistem penggarapan yaitu matok sirah, matok galeng, matok sirah
gilir galeng dan sistem bluburan. Sedangkan lidah tanah vyaitu
pertumbuhan tanah di tepi sungai danau atau laut, tanah yang tumbuh
demikian itu dianggap menjadi kepunyaan orang yang memiliki

tanah yang berbatasan. Hak milik atas tanah terjadi karena penetapan

pemerintah

¢ atas tanah n!ﬁm%l dari t3 negara, yang dilakukan
] £l P,
w ilik atas.tanah oleh pemohon,

uhi

iberl Pel |
.‘:.‘__: e
pemohon kepada Kepala antor pertanahan Kabupaten/Kota setempat
untuk dicatat dalam buku tanah dan ditterbitkan sertipikat hak milik
sebagai tanda bukti hak.Pendaftaran SKPH menandai lahirnya Hak
Milik atas tanah .
Hak milik atas tanah terjadi karena ketentuan undang—undang
Hak milik atas tanah ini terjadi karena undang-undang lah yang
menciptakannya, sebagaimana diatur dalam Pasal I, Pasal I, dan
Pasal VII ayat (1) Ketentuan—ketentuan konversi UUPA, yaitu
.eigendom atas tanah, hak agrarich eigendom, hak milik yayasan,

hak andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, hak jesini, hak
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grant sultan ,landerijenbezitrecht, altijddurendeerfpacht, hak usaha
atas bekas tanah partikelir, hak gogolan, hak pekulen, hak sanggan.
Selama dan sepanjang pemegang haknnya pada saat ketentuan
konversi ini berlaku adalah warga negara Indonesia tunggal, akan
dikonversikan menjadi hak milik menurut konsepsi undang—undang pokok
agraria.
Hak milik atas tanahsjoga®dapat terjadi*melaiui 2 cara yaitu :
1. Secara originair
Terjadinya healk milik atas tanalhumiuk pertama kalinya menurut
hukim adagspenetapag pemeakintah danikarena Updang—undang
2. Secara defivatif
Suatu subyek hukum, mempeiolen tanmah™ darifsubyek hukum lain
yang semtigssudah tberstatus tanahghak milik, misalnya jual beli,

tukafmenukaP fitbah, pewarisan. .

4. Perubahan Penggunaan Tanahy(Ali*EumngsrTanah )

a. Pendahuluan

Tanah mempunyai fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat
meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu perlu terus dikembangkan
rencana tata ruang dan tata guna tanah secara nasional sehingga
pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan
tanah dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta
mencegah penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat dan
kepentingan pembangunan. Disamping itu perlu dilanjutkan penataan
kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah termasuk

pengalihan hak atas tanah.

154 Urip Santoso,2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta him 98
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Perubahan penggunaan tanah pertanian ke penggunaan non
pertanian memang menjadi sebuah fenomena di masyarakat seiring
dengan lajunya pembangunan di segala bidang kehidupan. Perubahan
penggunaan tanah menjadi sesuatu yang patut mendapatkan perhatian,
karena banyak daerah hijau (green belt) telah menjadi daerah industri,
perdagangan, permukiman. Keadaan ini berpengaruh terhadap
kehidupan danJingkemean pedBeaammte,

Desakan kebutuhanmlahaf untuk_jpembangunan begitu kuat,
sement@ra Iﬁas -Iaha;n:':{féwr'ba_ta_'s.:Sélénﬁa-_i_ni Iahaﬁ pertanian mempunyai
land vént yangarendah dibéndihg sekto“:r. fain, akibatnya lahan pertanian
secgré terus"r'_h_e.nerus dkan ggngalami Korggisi Iahén_ ke non pertanian.
Padahal Iahah'f-bertahian (sawah) selalfy fhr'.ﬁempu_nyai nilai ekonomi
sebagdi penydagea keblt(W&h Pangan,g j-uga berfungsi ekologi seperti
mengafur tata, M penyerapan karbo'n; Eoli__u_dara dan sebagainya.
Konversi *’Iéﬁan Mini  akan :m.enimbull;gng dampak buruk bagi
lingkungan. > % 4 "

Banyak faktor yang membuat tanah pertanian semakin lama
semakin berkurang, hal ini terjadi disebabkan karena banyak faktor
yang mendorong terjadinya hal tersebut, seperti dikatakan oleh Nguyen
Van Suu yaitu Agricultural land per capita continues to decrease for
various reasons, including demographic increase and agricultural land
appropriation. This is not to mention the increased application of
machines, new varieties of seeds, fertilizers, and chemicals alongside

the development of irrigation systems that have not only improved

15 Bintarto R, 1984, Urbanisasi dan Permasalahannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 37
158 Hariyanto. 2010. "Pola dan Intensitas Konversi Lahan Pertanian di Kota Semarang Tahun
2000-2009." Jurnal Geografi - FIS UNNES Volume 7 Nomor 1
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agricultural productivity but also increasingly reduced the size of the
labor force required on a given area of farm land."’

Alih fungsi lahan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses
yang disengaja oleh manusia (anthropogenic) dengan perubahan fungsi
sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti
yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif
(masalah) terhagap ‘Hngkur'i;ggri'dan' potensi lahan itu sendiri.

Allh fung5| tanah merupakan keglatan perubahan penggunaan
tanah dari suatu keglaian yang menjadl keglatan lainnya. Alih fungsi
tanah muncg_l;_;_;::§ebaga| aklbat pembangunan dan) peningkatan jumlah
penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah-'---_ untuk  kegiatan
pembangunan telah meguball struktur permhkan dan penggunaan tanah
secardi terus Mieperus. Perkembangan struktur mdustrl telah merubah
struktur pemlllkan dan penggunaan ‘tapah secara terus menerus.
Perkembangan strukur mdustrl _yangm ;:ukup pesat berakibat
terkonversinya 'ta'ir'iah_bert_aniarn-: sefard besar-besaran. Selain untuk
memenuhi kebutuhan industri, alih fungsi tanah pertanian juga terjadi
secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya
jauh lebih besar.'*®

Selain itu, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama faktor
eksternal; merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika
pertumbuhan perkotaan, kedua faktor internal; faktor ini lebih melihat
sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi, ketiga faktor

kebijakan; yaitu aspek regulasi. Pada perubahan penggunaan lahan

dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan

%7 Nguyen Van Suu. 2009. “Agricultural Land Conversion And Its Effects On Farmers In

Contemporary Vietnam.” European Journal of Anthropology 54.
158 Adi Sasono dalam Ali Sofyan Husein, 1995, Ekonomi Politik Penguasaan Tanah, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, hal 1
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tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk
memenuhi kebutuhan penduduk dan meningkatnya tuntutan akan mutu
kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini alih fungsi lahan yang terjadi
di Indonesia bukan hanya karena peraturan perundang—undangan yang
tidak efektif, tetapi juga didukung oleh “tidak menarik” nya sektor
pertanian itu sendiri. Langka dan mahalnya pupuk, alat-alat produksi

lainnya, tena

sseinakin sedikit, serta diperkuat

sajamemberi dapak negatif di berbagai bidang baik secara
langsung maupun tidak langsung.

2. Menurunnya produksi pangan nasional
Akibat lahan pertanian yang semakin sedikit, maka hasil produksi
juga akan terganggu. Dalam skala besar, stabilitas pangan nasional
juga akan sulit tercapai. Mengingat jumlah penduduk yang semakin
meningkat tiap tahunnya sehingga kebutuhan pangan juga

bertambah, namun lahan pertanian justru semakin berkurang.

19 | Gusti Jaya Wiraraja. 2015. “Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Petani Pemilik Terhadap
Kehidupan Rumah Tangganya, di Kawasan Desa Pemecutan Kelod,
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Mengancam keseimbangan ekosistem

Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah
atau lahan—lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami
bagi beberapa binatang. Sehingga jika lahan tersebut mengalami
perubahan fungsi, binatang-binatang tersebut akan kehilangan

tempat tinggal dan bisa mengganggu ke pemukiman warga. Selain

i dari pemerintah mulai

mbangun  drainase, serta

lahan pertanian tesebu beralih fungsi, maka sarana dan prasarana
tersebut menjadi tidak terpakai lagi.

Banyak buruh tani kehilangan pekerjaan

Buruh tani adalah orang-orang yang tidak mempunyai lahan
pertanian melainkan menawarkan tenaga mereka untuk mengolah
lahan orang lain yang butuh tenaga, sehingga jika lahan pertanian
beralih fungsi dan menjadi semakin sedikit, maka buruh—buruh tani
tersebut terancam akan kehilangan mata pencaharian mereka.
Harga pangan semakin mahal

Ketika produksi hasil pertanian semakin menurun, tentu saja

bahan—bahan pangan di pasaran akan semakin sulit dijumpai. Hal
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ini tentu saja akan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi para
produsen maupun pedagang untuk memperoleh keuntungan besar.
Maka tidak heran jika kemudian harga—harga pangan tersebut
menjadi mahal.

7. Tingginya angka urbanisasi

Sebagian besar kawasan pertanian terletak di daerah pedesaan,

pertanian sec a -2 Ve dalam berbagai peraturan
perundang-undangan ang erlaku yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar—besarnya kemakmuran rakyat. Dasar kebijakan pemanfaatan
sumber daya alam yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) lebih lanjut
diatur dalam UUPA, Secara eksplisit pasal-pasal yang terkait dengan
perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian belum diatur
tetapi secara implisit diatur dalam UUPA yaitu dalam ketentuan Pasal

2, Pasal 6, Pasal 10, Pasal 14 dan Pasal 15.

160 Anwar Ta'le. 2017. http://gempitanews.com/detailpost/7-dampak-alih-fungsi-lahan-pertanian
diakses tanggal 24 Oktober 2017
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Pengawasan pemanfaatan ruang dilaksanakan  melalui
pemantauan, pelaporan dan evaluasi dengan mengacu pada Ketetapan
Rencana Kota. Ketetapan Rencana Kota adalah peta rencana lokasi
tertentu kedalaman skala 1 : 10000 yang menggambarkan informasi,
pemanfaatan ruang yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman

pembangunan fisik kota. Evaluasi kesesuaian rencana tata ruang

1.

Norma individual konkrit

2
3. Norma umum konkrit
4. Norma individual abstrak.

Keputusan—keputusan dalam rangka ketentuan—ketentuan
larangan dan atau ketentuan perintah merupakan keputusan yang paling
biasa dan yang paling penting adalah perizinan. Sistemnya adalah
bahwa undang-undang melarang suatu tindakan tertentu dan atau
tindakan—tindakan tertentu yang saling. Larangan ini tidak

dimaksudkan secara mutlak, namun untuk dapat bertindak dan
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mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin, khususnya
dengan menghubungkan peraturan—peraturan pada izin itu.*®*

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan—ketentuan laragan peraturan
perundang-undangan. 1zin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau
pelepasan atau pepabehasafari SUAtarangan.

Pengertign izin M Nk Utrecht ggalah bilamana pembuat
peraturan fidak umumnya m_el_.ar:an"g '-'sué}tu peeréitan, tetapi masih juga
memperkenankaaiya asal ‘saja‘diadakan‘:.sebara yang ditentukan untuk
masing—masing'_-hél konkrit, Maka perbuatan‘admin‘istrasi negara yang
mempé'rkenankah'ibﬂérbuétan térsebut bersifat SGétu izify (vergunning).'®

Menurut ‘Sjgehran Basaiyahg dikuti-p.dalam bukunya Ridwan HR
izin adaléh perb‘yat'dn" hukum admin'isfrasji neggra bersegi satu yang
mengaplikasiktcl'hﬁperaturan'da"lam: 'h.al kongkrlt berdasarkan persyaratan
dan prosedur sebagai':fhana'ditetapkan gleMekuatan peraturan perundang—
undangan, sedangkan Bagir Manan menyebutkan bahwa izin dalam arti
luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau
perbuatan yang secara umum dilarang **

Maksud dari pada izin itu adalah untuk menjamin agar warga
negara bertindak sesuai dengan peraturan. Oleh karenanya keharusan

untuk mendapatkan izin adalah suatu kebijaksanaan pemerintah dalam

mengatur warganya, akan tetapi apabila ternyata seseorang telah bertindak

161Philipus M Hadjon et al, 1987, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (introduction to the
Indonesian Administrative law), Gadjah Mada University Press, cetakan kelima, Yogyakarta.

162 Adrian Sutedi,2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta

163 Bachsan Mustafa, 2001, Sistem Hukum Administrasi Negara,Cetakan Pertama, PT Citra Aditya
Bakti, hlm 132

164 Ridwan HR,2010, HukumAdministrasi Negara , PT Raja Grafingo Persada, Jakarta him 207
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tidak sesuai dengan izin yang diberikan hal ini dapat dianggap pelanggaran
dan dapat dikenakan straaf sanctie.'®

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk
pengendalian dari aktivitas—aktivitas pemerintah terkait ketentuan—
ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang
berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Adrian

166

Paar pe slajgat dilihat dari dua sisi yaitu

Sutedi menyatakagstuyz
1). Dari sisi pefiperintah, dilih %si pemeli
A - }% -’

a). Un %a.

rét dalamyperaturan tersebut
< Yato prak@ atau tidak dan sekalipun
unt kmen@kete 73 §

b). Sebagai sumbegpendapatan daerall

tah tujuan pemberian izin

setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi
dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan
akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.
2). Dari sisi masyarakat
Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah sebagai
berikut :
a) untuk adanya kepastian hukum

b) untuk adanya kepastian hak

165 Mahkamah Agung RI, Loc Cit him 141
166 Sutedi Adrian, 2011, Hukum Perizinan Dalam  Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika,
Jakarta
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¢) untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan
mempunyai izin.*’
Dengan mengikatkan tindakan—tindakan pada suatu sistem perizinan,
pembuatan Undang-Undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.
Adapun motif-motif untuk menggunakan sistem izin dapat berupa :

a) mengendalikan perilaku warga

nbagi s

ktivitagl

kebebasan yang besa dala memutuskan pemberian izin.
(2) lzin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara
yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak
tertulis serta organ yang berwenang dalam izin karena kebebasannya
dan wewenangnya tergantung pada kadar sebagaimana pengaturan
perundang-undangan mengatur izin yang bersifat terikat adalah IMB,
Izin Usaha dan lain—lain. Pembedaan antara izin yang bersifat bebas
dan terikat adalah penting dalam hal apakah izin bisa ditarik
kembali/dicabut, hal itu karena tidak terdapat persyaratan—persyaratan

yang mengikat dimana izin tidak dapat ditarik kembali/dicabut. Pada

187 Adrian Sutedi, Op Cit

168

Adrian Sutedi, Loc Cit him 173
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izin yang bersifat terikat, pembuat undang—undang memformulasikan
dimana syarat-syarat dimana izin diberikan dan izin dapat ditarik
kembali/dicabut. Hal penting dalam pembedaan diatas adalah dalam
hal menentukan kadar luasnya pengujian oleh hakim tata usaha negara
apabila izin sebagai keputusan tersebut digugat. Pada wewenang

menetapkan izin yang terikat, hakim relatif akan menguji lebih

W@ebas 75

izin, sehifliga bila ban
il E &‘f
. egl

ada tanpa keputusan erset. Miéalnya dari izin yang menguntungkan
adalah SIM.

Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya
mengandung unsur—unsur yang memberatkan dalam bentuk
ketentuan— ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin
yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban
kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya, misalnya pemberian
izin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang tinggal
disekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu
beban. Pembedaan antara izin bersifat menguntungkan dengan izin

yang bersifat memberatkan adalah penting dalam hal penarikan
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kembali/pencabuan dan perubahannya. I1zin sebagai keputusan yang
menguntungkan tidak begitu gampang ditarik kembali atau diubah
atas  kerugian yang  berkepentingan.  Adapun  penarikan
kembali/pencabutan dan perubahan izin yang bersifat memberatkan
biasanya tidak terlalu menjadi soal.

Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut

tindakan—tin ARG akaf segerasberakhir atau izin yang masa

( ; merupa@
tinkan—t@ Vang masa

lama mlsal aha"fAdustri, da@w yang berhubungan dengan

bahwa setelah berlaunya tindakan-tindakan yang memerlukan izin
seperti IMB berakhir, maka berakhirlah masa berlakunya izin tersebut.
Di samping mengenai masa berlakunya izin, pembedaan diatas
penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan izin manakala izin
diberikan secara salah karena perbuatan tercela dari pemegang izin.
Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada
sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin. Misalnya Surat lzin
Mengemudi (SIM).

Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung

pada sifat dan obyek izin .
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Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon
untuk memperoleh hal yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut
berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Dalam regulasi dan
deregulasi persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang paling
utama. Arah perbaikan sistem perizinan kedepan, paling tidak memenuhi

kriteria berikut:*6°

(1). Tertulis dengad

Regulasi "‘ terlaksa alk ta pa_tertulis dengan jelas, oleh

(4). Memperhatikan spesifiksi teknis dan aspek lainnya yang terkait

(termasuk memenuhi ketentuan international)

Ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
menjelaskan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun
sementara. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan

pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara

169

Adrian Sutedi, Opcit him 187



82

konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan,
dan kedaulatan pangan nasional.

Selanjutnya dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dijelaskan Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
Alih fungsi LahapgPertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan
oleh Pemerintah atau pemerinteh, daerah dalam rangka pengadaan tanah
untuk kepentingam, gmum atau terjadizbencana. Persyaratan alih fungsi
lahan diatur dalams Pasal 39 Pemerintal Nemor 1 TTahun 2011 Tentang
Penetapan dan®Adih Fungsi Lahan PertanianzPangan Berkelanjutan, yang
menyebutkan Alih fungSig ahan Rertanian®Pangan Berkelanjutan dalam
rangka pengadaat-tanah untukkepentingamsumum hanya dapat dilakukan
dengan pekgyaratan:

a. memiliki kajiangelayakan Strategis;

b. mempunyai rem€ana,alifyfungsitlahén;

c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan

d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah menjelaskan kaitan izin dalam perubahan
penggunaan tanah pertanian ke non pertanian adalah dalam hal pemberian
izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian harus
mempertimbangkan aspek tata guna tanah. Penatagunaan tanah adalah
sama dengan pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi

pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan
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pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan
masyarakat secara adil.

Izin perubahan penggunaan tanah diberikan untuk perorangan atau
badan hukum yang dimaksudkan untuk mengubah tanah pertanian ke non
pertanian. Sedangkan izin lokasi merupakan sarana perizinan yang
dikeluarkan oleh perusahaan bagi yang membutuhkan tanah berdasarkan
peraturan MenteLigiNegara Agfaria/Ke'pala,.Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 2003 teatangNorma tdan Standar Mekanisme
Ketatalakgfnaan Key\jengér:lwgan _'P:erﬁ'er"i'hté‘t_h_ di Bi’aang Pertanahan yang
dilaksanakan ol_ehﬁPemerin‘tah' Kabupatenfko’fa. Sistem perizinan dibidang
pertanghén, daié_mI hal ifii peflibanan dan penggunaan tanah serta izin
lokasi yang dike'_'lij-érkan.'oleh.bagian' penatag_‘ljihaan tanah, baik yang ada
dikantor tPertanahan tingkat kébupaten/prm)insi maupun yang ada di
kantor Wilayah B50an Pertanahan Nasiopal_/tjngkat provinsi harus
berpedoman 'p;éda-- Rencaha Tata_" Ruang Wilayah  (RTRW)
Kabupaten/Kotam3dyah, | X /Y

Sanksi merupakan bagian yang penting dalam hukum termasuk juga
dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya
memasukkan kewajiban—kewajiban atau larangan—larangan bagi para
warga dalam peraturan perundang—undangan tata usaha negara, manakala
aturan—aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha
negara. Kebanyakan sistem perizinan menurut ketentuan perundang-—
undangan memuat ketentuan penting yang melarang para warga bertindak
tanpa izin. Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang
tindakan-tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan—

tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi juga terhadap tidakan-—tindakan
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yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat
dikaitkan pada suatu izin.'"

Sanksi—sanksi hukum administrasi yang dapat dikenakan terhadap
tindakan—tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang—
undangan, antara lain :

a. Paksaan Pemerintah (Bestuursdwang)

=

Q rint@alah Fsuatu kewenangan
alank@aksaa | pemerintah, badan

bukan §kewaj %ebel |

pemeri :-. ‘._o pertimbangk 172

;-_, sepagai berikut:

3) Kepentingan pihak etig
4) Kepentingan dari pelanggar dengan dipertahankannya keadaan yang
illegal.
5) Masalah—masalah praktis atau ketidakmungkinan
6) Pembiayaan yang tinggi dari paksaan Pemerintah
7) Jika perlu ditindak sesuai hukum pidana.
Biasanya didalam pertimbangan terhadap kepentingan, suatu

peran tindakan atau keadaan yang terlarang dapat di legalisasi. Dengan

%philipus M Hadjon et al, 1987, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (introduction to the
Indonesian Administrative law), Gadjah Mada University Press, cetakan kelima, Yogyakarta
71 philipus M Hadjon et al, 1987, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (introduction to the
Indonesian Administrative law), Gadjah Mada University Press, cetakan kelima, Yogyakarta
172 philipus M Hadjonet al, Opcit,hal 246
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itu dimaksudkan bahwa memang benar pelangar bertindak tanpa izin
(dispensasi, pembebasan) tetapi bila ia memohon, maka dapat diberikan
izin. Paksaan pemerintah pada prinsipnya tidak dapat diberikan jika
pemberian izin dimungkinkan sehingga sebelum menjalankan paksaan
pemerintah, aparat tata usaha negara harus menyelidiki kemungkinan

untuk itu.t”

b. Penarikan kembadi

-

Suatu keput an yang m n dapat ditarik kebali sebagai sanksi
putuan yang “ﬁﬁ% patita g

c. Pengenaan denda administrasi
Sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan
dan penanggulangan  perbuatan terlarang dan terutama ditujukan
kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum
yang dilanggar itu.’"* Sanksi administrasi juga memiliki karakter
reparatoir, yaitu untuk memulihkan pada keadaan sebelum terjadi

pelanggaran.

173 philipus M Hadjone t al, Opcit,hal 253
17 Muhammad Akib, 2014, Hukum Lingkungan Persfektif Global dan Nasional, Raja Grafindo
Persada, Jakarta hal 209
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d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah
Uang paksa adalah sejumlah uang yang ditetapkan didalam putusan,
hukuman mana diserahkan kepada penggugat, di dalam hal sepanjang
atau sewaktu—waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman.'”
Pengertian sanksi adalah ancaman hukuman atau hukuman yang
dapat dikenakan kepada seseorang atau lebih yang telah melakukan
pelanggaran atags=ewatd™ oA @meneradaan sanksi dalam hukum
positif sangat pentlng terkalt dengan pelaksanaan aturan hukum itu
sendiri.f'Sanksi dladakan bukanlah semata mata untuk memberikan
hukuman kepada pelanggaran yang terjadl tetapi Juga digunakan untuk
mqumbulkan_kesadaran hukdin bi setiaparga masyarakat, "
5. Ketersediaan dah'Pérﬂiindu.ngan .Laha_n Pertaniah":i-‘:’angan
Indonesia sesunggunya ':memiliki---k.eunggulan komparatif dan
kompetitif dalam upaya membangung ketahanan kemandirian dan
kedaulatan pangan Pgtensi int aTeTTkan aléh : b
a. Negara tropls dengan inefsitds Cahaya matahari yang sangat
kondusif bagi produksi pertanian
b. Lahan dan air bukan pembatas yang mengkawatirkan
c. Sumber daya hayati keanekaragaman pangan lokal
d. Teknologi produksi pangan, dandari pemerintah.
e. Adanya pencanangan lahan pertanian abadi 15 juta ha.
Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan

ekonomi dan perahan perkembangan industri, terjadinya pula degadrasi alih

fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang pada gilirannya

17> Harifin A Tumpa, 2010, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangson) dan implementasinya
di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta hal 18

176 philipus M Hadjon t al, Opcit,hal

7 Samun Ismaya, 2011, Pengantar Hukum Agraria,Graha llmu, Yogyakarta hal 98

178 Kementerian Pertanian, Bioindustri berkelanjutan, solusi pembangunan Indonesia masa depan,
Dokumen pendukung konsep Strategi Induk Pembangunan Pertanian 2013 — 2045 him 2
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mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga
ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan. Dalam mewujudkan
kedaulatan pangan, perlu didukung dan diperkuat dengan komitmen
terhadap pembangunan berkelanjutan,”® yaitu proses pembangunan yang
berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan
kebutuhan generasi masa depan.

Komitmen pembangun;a'n‘ berkelanjutan menjadi sangat penting
dalam konteks ke,_daulatan papngan karena salah Satu tantangan terbesar yang
dihadapi dafam p\emba}_rjgu:ﬁ;h b_er_'kéla'hj-t'a:n;‘-_terletak Pada sumber daya alam,
dalam hal ini Iahan pertaniani yang tela“rzwl'mengalami penurunan secara
S|gn|f|kan baik kualltas dalam aiti tifigkat kesuburannya maupun kuantitas
dalam arti Iuasannya Sebagalmana dlketahm saat inf lahan persawahan
hanya 7.1 Juta Ha"dengan rafa¥ata 0.25 Hay Iahan gag@pan keluarga petani,
dan ini cenderung menunjukkan penurunan yang semakin tajam, padahal
pemerintah telah mencanangkan 15 Juta Ha Iahan pertanian pangan pada
akhir tahun 2025.'% ‘ D 4

Mengingat bahwa hak atas pangan adalah hak asasi setiap warga
negara yang dijamin oleh negara, maka negara berkewajiban menjamin

ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan.

5. Tinjauan Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan

Lahan adalah suatu lingkungan fisik terdiri atas tanah, iklim, relief,

hidrologi, vegetasi, dan benda—benda yang ada di atasnya yang selanjutnya

semua faktor-faktor tersebut mempengaruhi penggunaan lahan. Termasuk di

179 Kementerian Pertanian, Ibid

180Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, 2014, Kedaulatan Pangan ldonesia,
Menigkatkan Daya Saing Petani Indonesia Ditengah — Tengah Pengaruh Globalisasi abad 21,
PT Berita Nusantara ,him 90
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dalamnya juga hasil kegiatan manusia, baik masa lampau maupun
sekarang.™®

Penggunaan lahan (land use) dapat diartikan sebagai campur tangan
manusia terhadap lahan, baik secara menetap maupun berkala untuk
memenuhi kebutuhan hidup baik material maupun spiritual."®

Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan
besar, yaitu penggunaan“"Iaha{;h#"riértan'ianw-ﬁdan penggunaan lahan bukan
pertanian. Pengdunaan Iahan perr’tani:an dibe_dgkg_gn secara garis besar ke
dalam macam-be\rlggupéé{ﬁ;i";han:bérrdés?éfk;.\n_penyeﬁiigan air dan lahan yang
diusahakan. Berdasa'rkan hal itu .dikenal rﬁ:étém penégunaan lahan seperti
sawah, tegalan kebun kebun Cempliran, Ialang perkebunan dan hutan.
Penggunaan Iahan bukan pertaman dapat dlbedakan ke dalam penggunaan
kota atau desa (pemuklman) mdustrl rekreaS| dan sebagalnya

Pertanlan Berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya yang
dapat dlperbaharm (renewable resouces) dan s&?rﬁaer daya yang tidak dapat
diperbaharui (unren'ewablgire_sources)'untuk proses produksi pertanian
dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin.
Keberlanjutan yang dimaksud adalah penggunaan sumber daya, kualitas dan
kuantitas produksi serta lingkungannya. Proses produksi pertanian
berkelanjutan akan mengarah pada penggunaan produk hayati yang ramah
terhadap lingkungan *#*

Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan

1:; Arsyad, S, 1989. Konservasi Tanah dan Air. Institut Pertanian Bogor Press. Bogor.
ibid.

183 Arsyad, S. 2000. Konservasi Tanah dan Air. UPT Produksi Media Informasi. Lembaga
Sumberdaya Informasi. Institut Pertanian Bogor, IPB Press, Bogor.

184 Sudirja R. 2008. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Sistem Pertanian Organik.
Makalah acara Penyuluhan Pertanian, KKNM UNPAD Desa Sawit Kec. Darang Kabupaten
Purwakarta, 7 Agustus 2008
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proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan,
memanfaatkan, membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian
pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
Undang Undang Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan
Berkelanjutan, Pasal 2 menjelaskan asas — asas yaitu

a. Manfaat adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

A, Manfaat kesejahteraan dan

C. . 1 Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yan dielenggarakan dengan mengintegrasikan
berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan
lintas pemangku kepentingan.

d. Keterbukaan dan akuntabilitas adalah Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan untuk memberikan akses kepada masyarakat
untuk mendapatkan informasi mengenai Program Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

e. Kebersamaan dan gotong royong adalah Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara
bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah daerah, pemilik

lahan, petani, dan kelompok tani



90

f. Partisipatif adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat.

g. Keadilan adalah  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan harus mencerminkan sikap keadilan bagi setiap warga
negara.

h. Keserasian, Keselarasan, dan Ketimbangan adalah Perlindungan

Sentral i%

®lanjuta Yeng memperhai

Berkelanjutan yang mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap
aspek pengelolaan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan.
I. Keragaman adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan yang memperhatikan keragaman produk pertanian.

6. Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan fondasi dasar kehidupan suatu bangsa.
Secara harfiah ketahanan pangan dapat diartikan sebagai terpenuhinya
pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua
daerah mudah diperoleh, aman dikonsumsi dan harganya terjangkau. Hal ini
sebagai amanah pembukaan UUD 1945 yang berisi tentang kewajian negara

untuk : (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
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(2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia. Poin 1,2 dan 3 sangat berkaitan
dengan asupan gizi (pangan) dan poin 4 berkaitan dengan antisipasi
kelaparan akibat tidak cukup memadainya persediaan pangan global.

Pasal 28 A juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup
dan berhak merpertahankan hidup dan kehidupannya. Ini menunjukkan
bahwa semua orangsberupaya Fhén'cukupi kebutuhan dasar hidupnya, yaitu
pemenuhan kebqt_uhan akan_ pangan ., Karena mgnyangkut hajat hidup orang
banyak (semua | oran__g-f,ﬁ'féur'nb_ut_UHkén:)” :-perlindunéén terhadap berbagai
sumber daya dar_i-_;_.ﬁsistem mon'obo'li, pemzir:ifaétannya perlu diatur dengan
UndangrUndang’.'_Hél ini dipertg@as déngan PaSah33 (aya_t 2 dan ayat 3).

I\'/'Iembangqﬁwkedaﬂlatan. pangan juga,bé‘rarti mendorong produksi
dalam nederi, secafeztidak 1ahgsifgfupaya m-e'mbangun kedaulatan pangan
berdampak. pada kg§ejba"hfefaan petani sehin'g'ga qih_a_r_apkan tercapai keadilan
atas kemiskinaﬁ 'fﬁelalui peng‘uétan:u.saha_." De:r]i-éz;n penciptaan keunggulan
budidaya tanaman pangag ‘bisa meRjadifdaVa saing ekspor dan komoditas
strategis. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan
perlindungan terhadap lahan pertanian pangan dan mendorong adanya
reformasi agraria.'®

Hak dasar rakyat adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara
yang diberikan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara
berkesejahteraan dan berkeadilan™®.

Hak-hak dasar rakyat tersebut meliputi: (1) hak memenuhi
kebutuhan pangan, sandang dan papan yang memadai, (2) hak memperoleh

pekerjaan yang layak, (3) hak memperoleh pelayanan pendidikan yang

185 Ali Agus dkk, 2013, Jihad Menegakkan Kedaulatan Pangan Suara dari Bulaksumur , Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta.
186 Rahardjo Adisasmita,2015,Analisis Kebijakan Publik,Graha llmu, Yogyakarta him 47
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terjangkau, (4) hak memperoleh pelayanan kesehatan yang murah, (5) hak
kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat, (6) hak hidup tidak
merasa ketakutan, (7) hak berserikat dan (8) hak berpolitik.*®’

Pangan merupakan salah satu kebutuhan yang paling dasar/pokok
bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas sejak janin hingga

lanjut usia. Peran yang sangat penting dari pangan menempatkan

keragaman sumb%

berkelanju prQ

' "f iKung peln atan G =‘..5 ekonomi.

jalk: _ angan dilaksanakan melalui

program-program nasionalsebaai berikut;

1. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan diversifikasi pangan yang
mencakup aspek produksi, ketersediaan dan konsumsi dengan
mengutamakan peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas serta
perbaikan pangan ditingkat rumah tangga.

2. Program Pengembangan Kelembagaan Pangan

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembangkan

kelembagaan pangan dalam rangka menjamin peningkatan produksi,

187 ibid, hal 47
188 ibid, hal 75
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ketersediaan dan konsumsi pangan yang lebih beragam, serta

meningkatkan efektifitas pelaksanaannya.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu: (1) terselenggaranya kelembagaan
pangan yang mantap dengan berbasis partisipasi dan kemandirian
masyarakat, dan (2) terselenggaranya undang-undang dan iklim usaha
pangan yang menjamin ketersediaan dan keamanan pangan.

Ketahanan p.angan"padé lt‘in'gkat'n'asaional di era reformasi diartikan
sebagal kemampuan suatu bangsa untuk menjamm seluruh  penduduknya
memperolel pangan yang cukup, mutu yang layak,’ aman yang didasarkan
pada optimalisasl, pemanfaatan danberbaS|s pada keragaman sumberdaya
lokal.**” Bari pengeftian téfsebyily kefbampuarkgalam menyediakan pangan
diutamakan dariz"_'s":nﬂrnber.' dalafn negeri, yaitn}:i'dari bahan pangan yang
dihasilkan oleh petani dalam Hegeri, sedang-kan impor pangan dilakukan
sebagai alternatlf terakhlr untuk meng|51 kesenjangan antara produksi dan
kebutuhan pangan d@am negerl yang dlatur sedemlklan rupa agar tidak
merugikan kepentlngan para produsen pangan didalam negeri, yang
mayoritas petani skala kecil serta dengan tetap memperhatikan kebutuhan
konsumen khususnya kelompok miskin.'*® Ketahanan pangan, disamping
sebagai prasyarat untuk memenuhi hak asasi pangan masyarakat, juga
merupakan pilar bagi eksistensi.

Ketahanan pangan merupakan isu strategis dalam pembangunan
negara negara Dunia ketiga, seperti Indonesia karena mempunyai fungsi
ganda yaitu sebagai salah satu sasaran utama pembangunan. Disini fungsi

ketahanan pangan sebagai prasyarat untuk terjaminnyaakses pangan bagi

189 Kebijakan tentang ketahanan pangan secara rinci dijelaskan dalam dokumen Dewan Ketahanan
Pangan yang berjudul Kebijakan Umum Ketahanan Pangan yang diterbitkan di Jakarta Tahun
2006 dalam Safaat Rachmat, 2013, Rekonstruksi Politik Hukum Pangan, Malang, Universitas
Brawijaya.

190 safaat Rachmat, 2013, Rekonstruksi Politik Hukum Pangan, Malang, Universitas Brawijaya.
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semua penduduk. Selain itu ketahanan pangan juga penting dalam konteks
politik international dan global.

Pribadi mendefinisikan ketahanan pangan sebagai keadaan dimana
semua penduduk memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan untuk
mendapatkan gizi yang cukup bagi kehidupannya yang produktif dan

sehat™®

besar dan dalam jangka panjang akan memarginalkan petani kecil.

Pangan sebagaigsummiser da);/é‘yah:g Vitalsiernyata memiliki kompleksitas
yang tak terbantahkan Secara S|multan berbagal faktor turut serta
menciptakan hltam putlhnya S|tua5| pangan Satu pergerakan faktor
menmptakan konfl-gura5| S|tuaS| pangan yang-dlgambarkan tak sederhana,
misalnya; pasar bebas yang memberl peluang bagl komoditas produk
pangan Secara mendunla tginydta pafla sisl yang laip telah menciptakan
berbagali kemahalan bagi prodi& pangan lekal dan Secara tidak langsung
mempengaruhl kualltas ekologl pangan Ledakan popula5| yang mendorong
dilakukan |mpor pangan ternyata Juga telah menampar para produsen
pangan local hingoa terampas nilal -produk'nya. Dinamika situasi tersebut
menciptakan retardasi etos kerja pelaku pangan secara pasti karena
apresiasi yang diterima baik secara sosial maupun ekonomi mengalami
kejatuhan. Demikian berbagai faktor persoalan berinteraksi sehingga
membentuk situasi serba dilematis.™

Indonesia sebagai negara yang mampu mengusahakan swasembada
pangan pada kenyataannya belum mampu mencapai status ketahanan

pangan yang mantap. Hal ini disebabkan berbagai kendala pada setiap

191 5 Maxwell dan R Slater dalam Budi Winarno, 2014, Kebijakan Publik , Teori, Proses, Dan
Studi Kasus , CAPS (Center Of Academic Publishing Service ), Yogyakarta

192 Cahya widiyanto ,Faturochman,2015, Penguatan Efisifikasi Kolektif Petani Bagi Ketahanan
Pangan Yang Lestari ( Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
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subsistem ketahanan pangan. Beberapa masalah dalam subsistem
ketersediaan pangan di antaranya adalah berikut ini :

a) Konversi lahan pertanian produktif (terutama di pulau Jawa)

b) Menurunnya kinerja infrastruktur

c) Permasalahan terkait adopsi teknologi. (gangguan hama penyakit

tanaman)

d) Permasalahan gsi sistem insentif  dan

mempun an pangan secara
mandiri t n diatas. Salah satu
isu yang me ' in menurunnya lahan
pertanian produk f ,‘, _=_:. lahan lumbung pangan.

pemberian insentif pada petani ang tidak mengonversi lahan pertaniannya,
penetapan pajak progresif selektif yang tinggi pada lahan—lahan produktif

yang dikonversi, penetapan lahan pertanian abadi, dan sebagainya.'%

7.Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa “pembagian daerah
Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang

198 Jangkung Handoyo Mulyo, Sugiyarto, 2015, Pertanian Terpadu Untuk Mendukung Kedaulatan
Nasional (Ketahanan Pangen Aspek dan Kinerjanya), Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta him 64
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dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara
dan hak—hak asal-usul daerah—daerah yang bersifat istimewa”.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-—
pokok pikiran sebagai berikut:
a. Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan

diatur dengan undang—undang;

b. Pengaturan sebut  hz meémandang dan mengingat dasar

swapraja dan desa
(volsgemeenschapppe),

d. Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang
mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa pemerintahan
daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Kemudian, Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa

pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan

194 Bagir Manan, 2002, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
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pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
pemerintahan pusat.

Amanat Konstitusi tersebut adalah diberikannya keleluasaan yang
sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.
Penyelenggaraan otonomi daerah menurut Konstitusi menekankan
pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat,
dan pemerataan keadirlan“'denéah"'rhem‘pewhi.,tungkan bebagai aspek yang
berkenaan dengan potenS| dan keanekaragaman antar daerah.'®

Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keduas atas Undang Ukgdang Nomor 23] Tahun 2014 tentang
Pemerlntahan Daerah menjelaskan Bahwa otonoml d-aerah adalah hak,
Wewenang dan kewajlban daerah gionom untuk mengatur dan mengurus
sendiri ur@san peffegintahan d&F" kepentlngan masyarakat setempat dalam
sistem Negara Kesatuan Republlk Indonesua sedapgkan, dalam kaitannya
dengan asas otonom| Rasal T angka 7 Undar:S #Undang Nomor 9 Tahun
2015 menyatakan bahwa_ as8s #bidfomi  adalah prinsip  dasar
penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.

Otonomi diterjemahkan sebagai purifikasi kedaulatan rakyat tanpa
keluar dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.'®® Pengertian
otonomi juga diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintah kepada
pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi
pemerintahan dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam

pelayanan kepada masyarakat.'’’” Penguatan otorisasi pemerintah daerah

195 A M Fatwa, 2009, Potret Konstitusi Pasca Amandemen 1945, Kompas MediaNusantara,
Jakarta

% AM Fatwa, 2009, Potret Konstitusi Pasca Amandemen 1945, Kompas MediaNusantara,

Jakarta

HAW Wijaya, 2004, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh,

RajaGrafindo Persada, Jakarta

197
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melalui kebijakan otonomi dapat menghasilkan kemajuan di bidang
demokrasi lokal dengan menerapkan sistem keterbukaan informasi dan
pemberian pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tujuan
desentralisasi dan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah dengan
masyarakat yang dilayani sehingga pemerintah daerah dapat mengakomodir
seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat untuk mewujudkan
masyarakat yang sejanteras®

Otonomi fdaerah merupakan hagian dagl bentuk sistem penyerahan
urusan pemerintah dad pelimpahan wewenanag kepadadaerah yang berada di
bawahnyal™ DRi_fidonesia dtonomi, dacréh“Sebagai anifestasi dari asas
desentralisasi. ©besentralisasifh merupakan==ssebuahy, konsep yang
mengisyaratkan “adanya pelimpahagd wewenang dad pemerintah pusat
kepada pemerintafi~gitingkat bawah untukgmengurus wilayahnya sendiri.
Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapatJdebindmeningkatkan efisiensi
serta efektifitas . fun@si—fungsi  pelayapannya kepada seluruh lapisan
masyarakat, artinya“desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal
dari bentuk kekuasaan negara.”®

Mengacu pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, desentralisasi di definisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Desentralisasi merupakan suatu upaya pemberian kekuasaan (kewenangan)
dan tanggungjawab yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan

kepada pemerintahan daerah, serta memindahkan fungsi—fungsi politik dan

1% vusnani Hasjimzum,2014, Model Demokrasi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
Jurnal Dinamika HukumVol 16 NO.3 September 2014

199 Agus Marzuki, 2014, Kajian Filsafat Hukum Terhadap Pengaturan Pembentukan Daerah
Otonom Baru, Jurnal TAPIs Vol 10 no.1 Januari Juni 2014

290 sakinah Nadir, 2013 ,Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa, Jurnal Politik Profetik, Vol 1
No. 1 Tahun 2013
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administrasi dari pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan untuk lebih
meningkatkan partisipasi dan efisiensi.?*!

Desentralisasi memang tidak mempunyai suatu definisi yang
tunggal. Apapun definisi desentralisasi yang dipilih, harus terjadi
harmonisasi yang baik antara desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal.

Desentralisasi politik pada intinya memberikan kewenangan kepada

ese ntralisa%an otd lomi daerah adalah

rubaﬁ@men

ekalig@engu ah perilaku sebagian

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  membawa banyak perubahan dalam  penyelenggaraan
pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan

daerah.

C. Penelitian Yang Relevan dan Kebaruan Penelitian
Penelitian—penelitian sebelumnya telah ada yang membahas tentang

alih fungsi lahan pertanian, diantaranya adalah:

201 Abdul Muis, 2010, Persfektif Pengelolaan Wilayah Kepualauan Era Otonomi Daerah, Jurnal
Desentralisasi Vol 9 NO. 6 Tahun 2010 him 4

22 Apri Rotin Djusfi , 2014 , Kajian Hukum Normatif Terhadap Sanksi Administrasi Negara
Dalam Qonun Kota Banda Aceh , USU Law Journal Vol Il No.1 Februari 2014. him 52
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Daftar Penelitian Yang Relevan

No | Nama Judul Materi Penelitian

1 | Catur Setyo | Dampak Pengalihan | Untuk memperkirakan
Wibowo (Jurnal | Fungsi Lahan Sawah | luasan lahan sawah yang
Ketahanan Pada Produksi Padi | telah dialihfungsikan ke
Nasional Vol 21, | Sampai Tahun 2018 | non sawah di Kecamatan
No.2, 25 Agustus | Dan Implikasinya | Jaten, dampak pengalihan
2015) " ".I-'é‘rrfﬂﬁédap Ke'utra"héh'aﬁw'fungsi lahan sawah

Rangan® {11/ Wilayah gerhadap produksi —padi
! (Studl Dij Kecém'a't‘é'n_-- dalam rangka  ketahanan
a8 Jaten g | Kabupateh 'bangan di Kecamatan Jaten
| Karanganya_r Pepinsi | sampai tahun 2018.
5 MNank Ten(jah) vy

2. | Yunastiti Analisis DampakAIih____Mengidehtifikasi sumber
Purwaningsih, _EUR@SI lahan, pendapatan rumah tangga
Sutomo, “Nuful | Tethadap ___Tingkat serta” menganalisis faktor
Istigomah Ketahanan ,Pang:aﬁ g&ang mempengaruhi
(Jurnal  Agraris Rumah Tangga Pétani pengeluaran pangan dan
Vol 1 No. 2 Juli | di Karangayar, Jawa | aksesibilitas pangan rumah
2015) Tengah. tangga petani padi yang

tidak beralih fungsi lahan
dan yang melakukan alih
fungsi lahan.

3. | Tajuddin Agenda Pembagunan | Pertanian menjadi tumpuan
Bantacut (Jurnal | Pertanian Dan | penyediaan pangan yang
Pangan Vol 23 | Ketahanan  Pangan | makin banyak dan
No.3 September | 2014-2019 (Agenda | beragam, pembangunan
2014) of Agricultural | yang dilaksanakan belum

Development and | banyak mengubah keadaan

Food Security 2014 —

pertanian Indonesia.
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2019)

Masalah  klasik  masih
menghambat laju
pembangunan  pertanian,

seperti skala ekonomis dan
teknis yang belum tercapai,
Alih  fungsi

yang terus berlangsung,

lahan subur

frastuktur yang terbatas
dan_perubahan iklim yang

-’

mengancam.

Kabupaten
elum serius dalam
fapkan  regulasi

perlindungan

Nasional&Volum pertanian  pangan
22, Nom anjutan.  Kendala
April 2016) tama  terletak pada
Daeraity, kebijakan penataan ruang
Yogyakarta yang telah disusun
sebelumnya alokasi
anggaran perencanaan
regulasi, interest groups,
kesediaan  petani  dan
ketersediaan lahan

pertanian .
Samudra Ivan | Pemanfaatan Neraca | Kondisi ketahanan pangan
Supratikno, Penatagunaan Tanah | di  Kabupaten  Sleman
Armaidy Armawi | Dalam  Mendukung | dengan tingkatan sangat
dan Djaka | Penyusunan  Sistem | tahan pangan berada di
Marwasta (Jurnal | Informasi Ketahanan | Kecamatan  Cangkringan
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Ketahanan

Nasional Volume
22,
April 2016)

Nomor 1

Pangan Pokok
Wilayah (Studi di
Daerah Istimewa
Yogyakarta).

tingkat  akses terhadap
Mpangan kesesuaian
tanah  dan

PBaggunaan

dan yang berada dalam

keadaan sangat rawan
pangan di  Kecamatan
Sleman dan Moyudan.

Berdasarkan indicator yang

dihitung secara statistik;

Pertanian
Agricultural
Policy Analysis
Volume 11 No 1,
Juni 2013)

Pengembangan

im~ akibat perubahan
global diperparah
leh DAS

(Daerah Aliran Sungai) dan

degradasi

mengancam  ketersediaan
air bagi pertanian pangan.
Laju pertambahan jumlah
penduduk dan konversi
lahan pertanian produktif
yang tidak terkendali selain
menyebabkan  kerusakan
DAS semakin luas juga
menyebabkan kesenjangan
antara  penyediaan dan
kebutuhan pangan semakin
lebar. Bab memaparkan

kondisi riil dan ancaman
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pangan Indonesia kedepan
kalau tidak ada langkah

strategis yang diambil

Catur TB, Joko Dampak Alih Fungsi | Penelitian ini  bertujuan
Purwanto,Rhina | Lahan Pertanian Ke | untuk menghitung dampak

Uchyani F, Susi Sektor Non Pertanian | alih fungsi lahan pertanian

Wuri Ani (Jurnal | Terhadapg, ke sector non pertanian
Caraka Tani XXy '
No.1 Maret 204

“hususnya terhadap

Keie sediaan  beras di

iH,, Kabupaten Klaten Provinsi

Sarja(J nal 7 ' -.;_;f': ‘pendorong  alih

Manajeme “Laha an lahan di  Subak
Agribisnis, Wol@p = (Kas ~ Supak |(Ke fhg dan  langkah—
No.2 Oktober & | " Kegamafel ). vang  telah
2015) % dilakukan untuk

menanggulangi terjadinya
alih fungsi lahan sawah di
Subak Kerdung.

Penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang
sudah ada seperti tabel diatas, yaitu terkait dampak, pengaruh konversi tanah
pertanian terhadap rumah tangga. Dalam penelitian ini promovenda
melakukan penelitian politik hukum pengendalian alih fungsi tanah pertanian
untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Dalam desertasi ini akan dibahas mengenai politik hukum
pengendalian alih fungsi tanah pertanian dalam mewujudkan ketahanan

pangan. Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan
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mengenai tujuan dan cara—cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan

hukum dalam masyarakat®®®

Dari pengertian tersebut maka politik hukum
pengendalian alih fungsi tanah pertanian, adalah cara—cara yang hendak
dicapai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian politik hukum tersebut maka disini akan

membangun politik hukum pengendalian alih fungsi tanah pertanian untuk

% itik hukum Presiden serta
menjadi novelti dalam

stens

203

https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/politik-hukum/apa-politik-hukum-

itu/diakes tanggal 11-09-2019 jam 09.00



https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/politik-hukum/apa-politik-hukum-itu/diakses
https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/politik-hukum/apa-politik-hukum-itu/diakses

D. Kerangka Berpikir

aprwd

IS

Undang-Undang No.56
1960

Perda Kabupaten

Tahun 2013

Teori bekerjanya hukum,

Chambliss Seidman, Teori Lon

Fuller, teori R.Dwaorkin
Teori sistem hukum , Teori
keadilan Pancasila, Teori
Negara kesejahteraan

v
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Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

v

Hak Dasar Warga Negara
Pangan

Undang-Undang Dasar 1945
1. Pasal 27 ayat (2)
2T 8A

Pasal 28C ayat (1)

anian belum dapat mengendalikan
A Tanah Pertanian

20 Liff ukum Pengendalian Alih  Fungsi
Tanah yang dapat menghambat Alih Fungsi
Tanah Pertanian untuk mewujudkan ketahanan
pangan.

Politik hukum pengendalian alih fungsi tanah
pertanian yang dapat menghambat alih fungsi
tanah pertanian untuk mewujudkan ketahanan
pangan.
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Keterangan :

Tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang—
Undang Dasar 1945 yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan
selurun tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum;
mencerdaskan kehidupan bangsa; serta. ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara kesejahteraan pa'dé‘ dasaryasmengacu pada kondisi dimana
fungsi sosial warga negara bisa berjalan dengan baik Negara selaku memiliki
peran untuk mellndungl mengayoml dan memberlkan hak—hak kebutuhan
dasar, baik secara materl maupun nofnaters* kepada warganya secara adil.

Pangan merupakan kebutuhan dasar utamg, bagi manu3|a yang harus
dipenuhi setlap saat_,_karena it pemenuhannya menjadl bagian dari hak asasi
setiap individu. Di Madenesia, Pafgan merupakaﬁ hak dasar yang diatur dalam
Pasal 27 ayat (2) Pasal 28A, Pasal 28C ayat (l) Pemenuhan kecukupan
pangan bagi seluruh rakyat merupakan kewajlban baik secara moral, sosial,
maupun hukum termastik ‘hak asds] setlap rakyat Indonesia sehingga
komoditas tanaman pangan utamanya padi merupakan suatu komoditas yang
sangat penting dan strategis.

Banyaknya alih fungsi tanah pertanian, merupakan salah satu faktor
ancaman penyebab berkurangnya hasil pertanian padi, yang pada akhirnya
akan menimbulkan krisis ketahanan pangan. Terkait dengan pengendalian
tanah pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan terdapat perundang—
undangan yang terkait dengan pengendalian alih fungsi tanah pertanian yaitu
Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pengertian Dasar Pokok-Pokok
Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
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tentang Pangan, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031,
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar 2013-2032. Berbagai
perundang— undangan tersebut, ternyata politik hukum pengendalian alih

fungsi tanah pertanian belum dapat mengendalikan alih fungsi tanah

pertanian,

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan beberapa teori
tersebut maka akan ditemukan Politik hukum pengendalian alih fungsi tanah

pertanian.



